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ABSTRAK 

 

ANALISIS HUKUM TERHADAP CERAI GUGAT KARENA SUAMI 

MALAS BEKERJA (Studi Kasus Perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm di 

Pengadilan Agama Kotabumi) 

 

Oleh 

 

M. Aslim Aziz Azzaky 

 

Salah satu penyebab perkawinan tidak bertahan lama adalah timbulnya konflik dan 

perselisihan dalam rumah tangga akibat anggota keluarga tidak memenuhi kewajiban 

nafkahnya. Seperti seorang suami yang sebenarnya mampu mencari nafkah tetapi lalai 

dalam menjalankan kewajibannya. Dalam putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, 

perceraian terjadi karena suami malas bekerja sehingga tidak terpenuhinya nafkah 

untuk keluarga, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan secara terus 

menerus. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim 

dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami malas bekerja dan akibat 

hukum terhadap cerai gugat dengan alasan suami malas bekerja. 

Jenis penelitian ini yakni normatif-empiris, tipe penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian hukum deskriptif dengan pendekatan masalah yuridis normatif yang 

merupakan pendekatan terhadap undang-undang yang berlaku dengan menelaah 

semua regulasi yang memiliki keterkaitan. Datanya terbagi kedalam primer yang 

diperoleh melalui wawancara, serta data skunder yang berasal dari bahan hukum 

primer, skunder, dan tersier. Data diolah melalui pemeriksaan data, penandaan data, 

dan penyusunan data kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). Pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara cerai gugat karena suami malas bekerja (Studi Perkara Nomor 

135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm) telah sesuai dengan putusan atas dasar hukum pada Pasal 

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 jo dan pada Pasal 116 huruf (f) KHI 

yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri 

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup 

rukun lagi dalam rumah tangga. 2). Akibat hukum terhadap perkara cerai gugat yang 

dilakukan oleh seorang istri kepada suami dengan alasan suami malas bekerja adalah 

a). hubungan suami isteri : telah jatuh talak bain sughra oleh putusan Pengadilan 

Agama Kotabumi sehingga harus melakukan akad nikah baru, mahar baru, dan ijab 

kabul kembali apabila ingin rujuk kembali. b). Hubungan dengan anak : Hak asuh anak 

dipegang oleh ibunya karena sang anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 

sesuai dengan Pasal 105 KHI huruf a yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum 

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. c). Hubungan terhadap 

harta : Menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Peradilan Agama, apabila 

perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-

masing. 

Kata Kunci : Perceraian, Nafkah, Pertimbangan Hakim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

LEGAL ANALYSIS OF DIVORCE SUED BECAUSE HUSBAND IS LAZY 

AT WORK (Case Study of Case Number 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm at the 

Kotabumi Religious Court) 

 

By 

 

M. Aslim Aziz Azzaky 

 

One of the reasons marriages do not last long is the emergence of conflict and disputes 

in the household due to family members not fulfilling their support obligations. Like a 

husband who is actually capable of earning a living but is negligent in carrying out his 

obligations. In decision Number 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, divorce occurred because 

the husband was lazy at work so that he could not provide for the family, resulting in 

continuous quarrels and disputes. The aim of this study is to analyze the judge's 

considerations in deciding cases of divorce litigation on the grounds that the husband 

is lazy to work and the legal consequences of divorce litigation on the grounds that the 

husband is lazy to work. 

This type of research is normative-empirical, the type of research conducted is 

descriptive legal research with a normative legal problem approach which is an 

approach to applicable laws by examining all regulations that are related. The data is 

divided into primary data obtained through interviews, and secondary data derived 

from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data is processed through data 

examination, data tagging, and data compilation then analyzed using qualitative 

methods. 
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The results of this study indicate that: 1). The judge's consideration in deciding a 

divorce case because the husband is lazy to work (Case Study Number 

135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm) is in accordance with the decision on the basis of law in 

Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9/1975 in conjunction with and in 

Article 116 letter (f) KHI which states that one of the reasons for divorce is that there 

are continuous disputes and quarrels between husband and wife and there is no hope of 

living in harmony again in the household. 2). The legal consequences of a divorce case 

filed by a wife against her husband on the grounds that the husband is lazy to work are 

a). husband and wife relationship: talak bain sughra has fallen by the decision of the 

Kotabumi Religious Court so that a new marriage contract, new dowry, and ijab kabul 

must be carried out again if they want to reconcile. b). Relationship with the child: The 

child's custody is held by the mother because the child is not mumayyiz or not yet 12 

years old in accordance with Article 105 KHI letter a which states "the care of a child 

who is not yet mumayyiz or not yet 12 years old is the mother's right". c). Relationship 

to property: According to the provisions of Article 37 of the Religious Courts Law, if 

a marriage breaks up due to divorce, joint property is regulated according to respective 

laws. 

Keyword: Divorce, Sustenance, Judge’s Consideration 
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MOTO 

 

“Jangan tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi tuntut dirimu karena 

menunda adabmu kepada Allah.” 

-(Ibnu Atha’illah As-Sakandari)- 

 

“Ketika anda merasa sudah selesai, anda baru mencapai 40% dari kemampuan tubuh 

anda. Itu hanyalah batasan yang kita tetapkan pada diri kita sendiri.” 

-(David Googins)- 

 

"Apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya 

darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus 

mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya."  

-(HR Muslim No. 1631)- 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkawinan adalah ikatan lahiriah antara dua insan, seorang pria dan seorang 

wanita, untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan menghasilkan 

keturunan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Perkawinan 

merupakan peristiwa paling sakral yang dialami setiap manusia. Perkawinan 

merupakan akad yang melegitimasi hubungan antara seorang pria dan seorang 

wanita yang bukan mahram dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi keduanya.1 

Perkawinan seharusnya dapat berlangsung seumur hidup, namun suami dan istri 

mungkin tidak selalu dapat menjalani kehidupan yang damai, harmonis, penuh 

kasih, dan penuh belas kasih bersama. Pasangan suami dan istri terkadang 

menemukan masalah atau tantangan yang dapat mengakibatkan perceraian selama 

pernikahan mereka. Perceraian itu sulit karena harus ada dasar yang kuat.2 

Hidup sebagai pasangan suami istri tidak selalu mudah. Terkadang banyak ujian 

yang harus dihadapi oleh seorang suami dan seorang suami isteri demi menjaga 

keharmonisan rumah tangga mereka. Tidak jarang kita menemukan banyak kasus 

perceraian akibat renggangnya atau hilangnya keharmonisan dalam berumah 

tangga. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan perceraian tersebut terjadi, 

seperti komunikasi yang kurang baik, perselingkuhan, faktor ekonomi, kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT) dsb. 

Salah satu masalah utama yang sering dihadapi oleh pasangan suami dan istri adalah 

tidak adanya keseimbangan dari sisi keuangan. Hampir semua kalangan 

 

1 Asbar Tantu, (2013), Arti Pentingnya Pernikahan, Al-Hikmah Journal for Religious 

Studies, Vol. 14, No.2. hlm. 257. 
2 Nunung Rodliyah, (2018), Aspek Hukum Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, 

Bandar Lampung: Aura, hlm. 20. 
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menempatkan masalah keuangan sebagai masalah yang besar. Masalah ekonomi ini 

juga dapat terjadi dalam hubungan perkawinan, yaitu suami bekerja dan istri 

sebagai rumah tangga. Seiring perkembangan zaman, tidak jarang ditemukan 

penghasilan suami tidak mampu memenuhi kehidupan berumah tangga, sehingga 

istri harus mencari alternatif untuk bekerja demi mencukupi ekonomi keluarga. 

Akibat dari masalah keuangan tersebut dapat memicu konflik- konflik lain seperti 

KDRT, perselingkuhan dan sebagainya sehingga tidak sedikit hasilnya adalah 

perceraian.3 

Perceraian, yang merupakan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, 

dilakukan sesuai dengan keinginan dan kehendak para pihak atas alasan-alasan 

tertentu, bukan karena salah satu pihak meninggal dunia. Putusnya perkawinan 

yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan 

gugatan perceraian (Pasal 114 KHI). Perkara cerai yang diajukan oleh suami 

disebut cerai talak, sedangkan perkara cerai yang diajukan oleh istri disebut cerai 

guagat.4 

Fakta yang terjadi di Indonesia, Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) yang 

dirilis pada 28 Februari 2024, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2023 

mencapai 463.654 kasus. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 10,2 

persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 516.344 kasus.5 

Angka perkara perceraian yang terjadi di provinsi Lampung sendiri menurut Badan 

Pusat Statistik Provinsi Lampung pada tahun 2023 mencapai 14.038 kasus. Lampung 

Tengah menjadi yang terbanyak dalam menyumbang kasus perceraian dengan 

2.365 kasus, diikuti oleh Lampung Timur dengan 2.202 kasus, Lampung Selatan 

1.625 kasus, Bandar Lampung 1.518 kasus. Faktor Perselisihan dan pertengkaran 

terus menerus dan faktor ekonomi menjadi penyebab terbanyak dalam kasus 

 

3 Husin Anang Kabalmay, (2015), Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian, 

Jurnal IAIN AMBON, Vol. 11 No.1. hlm. 48-49. 
4 Handayani, L. (2022),. Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan 

Hukum Positif, Journal of Legal and Cultural Analytics, 1(1), hlm. 5. 
5 Muhammad Syahrial, Jumlah Perceraian di Indonesia capai 463.654 kasus, 

https:/bandung.kompas.com/read/2024/05/16/110741878/jumlah-perceraian di-indonesia-tahun-

2023-capai-463654-kasus diakses pada tanggal 27 Februari 2025. 
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perceraian yang terjadi di Lampung dengan rincian, faktor perselisihan terus 

menerus dengan 10.099 kasus dan faktor ekonomi 2.838 kasus.6 

Angka perkara perceraian yang terjadi di Lampung Utara tahun 2024 meningkat. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kotabumi sepanjang 

tahun 2024 tercatat sebanyak 1122 perkara perceraian. Kecamatan Kotabumi 

Selatan menjadi penyumbang terbanyak gugatan perceraian yakni 102 perkara 

dengan factor penyebab perceraian dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus 

menerus. 

Mengutip pernyataan dari Panitera Muda, Teti Fitriani menjelaskan jika pihaknya 

telah mencatat angka perkara perceraian pada tahun 2024 meningkat satu persen 

dibanding tahun sebelumnya 2023, dimana pada tahun itu tercatat 1062 perkara 

perceraian. Teti menambahkan bahwa angka perceraian itu banyak penggugatnya 

adalah para istri (wanita) dikarenakan pertengkaran rumah tangga yang terus 

menerus, selain Kecamatan Kotabumi Selatan terdapat Kecamatan Kotabumi Kota 

yang angka perceraiannya juga tinggi yakni 80 perkara. Faktor perceraian 

meninggalkan salah satu pihak berdasarkan data yang telah dihimpun sebanyak 167 

kasus dan factor ekonomi menjadi faktor ketiga sebanyak 67 kasus.7 

Definisi perceraian tidak secara tegas diatur dalam Hukum Islam Indonesia (KHI), 

meskipun Pasal 113 hingga 148 membahas hal-hal terkait. Analisis dokumen-

dokumen ini menunjukkan bahwa prosedur perceraian sulit karena membutuhkan 

justifikasi hukum yang kuat. Pasal 115 KHI menjelaskan hal ini. Pasal tersebut 

berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah 

pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak”. Menurut pasal tersebut, yang disebut dengan perceraian berdasarkan sudut 

pandang KHI adalah sebagai tindakan mengucapkan ikrar talak, yang harus 

dilakukan di hadapan  persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan 

Agama. Talak talak palsu dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum 

 
6 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung diakses pada tanggal 27 Februari 2025. 

7 Adrian Folta, Tahun 2024 Angka Perceraian di Lampura Capai 1122, 

https://www.lampungvisual.com/tahun-2024-angka-perceraian-di-lampura-capai-1122 diakses 

pada tanggal 27 Februari 2025. 

 

https://www.lampungvisual.com/tahun-2024-angka-perceraian-di-lampura-capai-1122
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jika ikrar talak diucapkan di luar sidang.8 

Mengenai kewajiban pemberian nafkah dalam keluarga, KHI memberikan 

ketentuan bahwa seoramg suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga. Dengan kata lain, suami bertanggung jawab untuk memastikan 

kelangsungan hidup keluarga semaksimal mungkin, seorang suami harus berusaha 

menafkahi istri dan anak-anaknya. 

Tangguìng jawab meìncari nafkah meìmainkan peìran peìnting dalam meìnciptakan 

ruìmah tangga yang diharapkan damai dan seìjahteìra. Konflik dan keìgagalan dalam 

ruìmah tangga akibat anggota keìluìarga yang tidak meìnjalankan tangguìng jawab 

nafkah meìreìka meìruìpakan salah satuì faktor yang beìrkontribuìsi teìrhadap peìrnikahan 

yang singkat. Layaknya seìorang suìami yang mampuì meìncari nafkah teìtapi lalai 

meìmeìnuìhi tangguìng jawabnya, seìorang suìami yang mampuì meìnafkahi 

keìluìarganya teìtapi tampaknya tidak ingin beìlajar teìntang keìhiduìpan ruìmah tangga. 

Hal-hal seìmacam ituì teìrkadang dapat diteìmuìkan dalam masyarakat.9 

Dalam wilayah huìkuìm Kotabuìmi teìrdapat kasuìs seìorang suìami yang diguìgat oleìh 

istrinya kareìna meìnganggap suìaminya teìrseìbuìt malas beìkeìrja, pasangan teìrseìbuìt 

baruì meìnikah kuìrang leìbih seìlama 6 tahuìn, dimana dalam keìteìrangan istri dalam 

catatan guìgatannya di Peìngadilan Agama Kotabuìmi meìnyeìbuìtkan bahwa antara 

suìami dan istri ini teìlah meìlangsuìngkan peìrnikahan dari 15 April 2018 sampai 

deìngan Tahuìn 2024. Pokok peìrmasalahan dalam guìgatan teìrseìbuìt adalah suìami 

malas uìntuìk beìkeìrja dan seìlaluì marah keìtika istri meìnyuìruìhnya beìkeìrja teìtapi suìami 

tidak mauì deìngan alasan capeìk, seìhingga keìbuìtuìhan istri tidak teìrpeìnuìhi. suìami 

juìga seìlaluì peìrgi keìruìmah orang tuìanya deìngan meìmbawa seìmuìa pakaiannya keìtika 

suìami dan istri teìrseìbuìt beìrteìngkar kareìna masalah peìkeìrjaan. Kareìna seìbab-seìbab 

teìrseìbuìt suìami dan istri teìrseìbuìt seìring beìrteìngkar dan beìrseìlisih. 

Dalam peìrkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm Peìngguìgat beìruìsia 23 tahuìn, 

beìragama islam, meìmiliki peìndidikan SLTP, peìkeìrjaannya tidak diseìbuìtkan, 

 
8 MA Nasution, (2002), Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh, 

Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, hlm. 2. 
9 Arif Rahman, H. A., (2021), Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi 

Hukum Islam, Jurnal Al-Iqtishod, 5(1), hlm. 6. 
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beìrkeìdiaman di Jalan Buìnga Mayang LK 06 Nomor 218 RT 002 RW 009 Keìluìrahan 

Sribasuìki Keìcamatan Kotabuìmi Kabuìpateìn Lampuìng Utara Provinsi Lampuìng 

meìlawan Teìrguìgat yang beìruìsia 31 tahuìn, beìragama islam, meìmiliki peìndidikan 

SLTP, peìkeìrjaan tidak diseìbuìtkan, beìrkeìdiaman di Jalan Buìnga Mayang, LK 06, 

RT 005, RW 12, Keìluìrahan Sribasuìki, Keìcamatan Kotabuìmi, Kabuìpateìn Lampuìng 

Utara, Provinsi Lampuìng. Alasan-alasan diajuìkannya guìgatan teìrmuìat pada posita 

5.1 meìnjeìlaskan bahwa teìrguìgat malas uìntuìk beìkeìrja yang meìngakibatkan 

keìbuìtuìhan uìntuìk seìhari-hari tidak teìrcuìkuìpi. 

Beìrdasarkan latar beìlakang di atas, didalam huìkuìm islam dan huìkuìm positif 

dijeìlaskan bahwa tuìgas dan tangguìng jawab dalam meìmbeìrikan nafkah adalah 

seìorang suìami, teìtapi dalam kasuìs ini juìstruì malah seìorang istri yang dominan 

dalam meìmeìnuìhi keìbuìtuìhan keìluìarga. Oleìh kareìna ituì peìnuìlis teìrtarik uìntuìk 

meìmbahas meìngeìnai peìrkara ceìrai guìgat dalam beìntuìk karya ilmiah beìruìpa skripsi 

deìngan keìsimpuìlan bahwa istri meìngguìgat suìaminya keìreìna malas beìkeìrja. Maka 

dari ituì peìnuìlis meìngangkat seìbuìah juìduìl “Analisis Huìkuìm Teìrhadap Ceìrai 

Guìgat Kareìna Suìami Malas Beìkeìrja (Stuìdi Kasuìs Peìrkara No. 

135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm di Peìngadilan Agama Kotabuìmi)”. 

 

1.2 Ruìmuìsan Masalah 

Beìrdasarkan latar beìlakang teìrseìbuìt, maka teìrdapat beìbeìrapa peìrmasalahan yang 

dapat diruìmuìskan, yaituì: 

1. Bagaimana peìrtimbangan Hakim dalam meìmuìtuìs peìrkara ceìrai guìgat deìngan 

alasan suìami malas beìkeìrja? 

2. Bagaimana akibat huìkuìm teìrhadap ceìrai guìgat yang dilakuìkan oleìh seìorang 

istri keìpada suìami deìngan alasan suìami malas beìkeìrja? 

 

1.3 Ruìang Lingkuìp Peìneìlitian 

Ruìang lingkuìp peìneìlitian ini beìrfokuìs di Peìngadilan Agama Kotabuìmi pada 

Peìrtimbangan Hakim dalam meìmuìtuìs peìrkara ceìrai guìgat dan Tinjauìan Huìkuìm 

Islam ceìrai guìgat bagi suìami yang malasa beìkeìrja (Stuìdi Kasuìs Peìrkara No. 



6 

 

135/Pdt.G/2024/PA,Ktbm di Peìngadilan Agama Kotabuìmi). 

1.4 Tuìjuìan Peìneìlitian 

Tuìjuìan dari peìneìlitian ini adalah: 

1. Meìnganalisis peìrtimbangan hakim dalam meìmuìtuìs peìrkara ceìrai guìgat deìngan 

alasan suìami malas beìkeìrja. 

2. Meìnganalisis akibat huìkuìm teìrhadap ceìrai guìgat yang dilakuìkan oleìh seìorang istri 

keìpada suìami deìngan alasan suìami malas beìkeìrja. 

 

1.5 Keìguìnaan Peìneìlitian 

Peìneìlitian ini diharapkan dapat meìmiliki keìguìnaan baik seìcara teìoritis mauìpuìn 

praktis. 

1. Keìguìnaan Teìoritis 

Seìcara Teìoritis, peìneìlitian ini diharapkan dapat meìnambah wawasan meìngeìnai 

bagaimana peìrceìraian dan bagaimana peìrtimbangan hakim dalam meìmuìtuìskan 

peìrkara ceìrai guìgat teìrhadap suìami yang malas beìkeìrja. 

2. Keìguìnaan Praktis 

Seìcara Praktis, peìneìlitian ini diharapkan dapat meìmbeìri peìmahaman meìngeìni 

peìrceìraian teìruìtama keìpada suìami dan istri dalam meìmbina seìbuìah keìluìarga. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauìan Umuìm Teìntang Peìrkawinan 

2.1.1 Peìngeìrtian Peìrkawinan 

Peìrkawinan beìrasal dari bahasa arab dan teìrdiri dari duìa kata Zawwaja dan Nakaha. 

Kata inilah yang diguìnakan dalam Al-Quìran meìngeìnai peìrkawinan muìslim. 

Nakaha artinya meìnghimpuìn dan Zawwaja artinya pasangan. Dari suìduìt pandang 

keìbahasaan, peìrkawinan diartikan seìbagai meìnghimpuìn duìa orang meìnjadi satuì 

pribadi. Seìcara uìmuìm, duìa insan manuìsia yang seìmuìla hiduìp seìndiri dipeìrteìmuìkan 

oleìh Allah SWT uìntuìk meìnjadi jodoh dan keìtika meìreìka meìnikah, meìreìka meìnjadi 

pasangan suìami istri yang meìleìngkapi keìkuìrangan keìduìanya yang biasa diseìbuìt 

seìbagai (Zauìj dan Zauìjah).10 

Meìnuìruìt Kamuìs Beìsar Bahasa Indoneìsia (KBBI), "peìrkawinan" meìngacuì pada 

peìrseìtuìjuìan reìsmi antara seìorang pria dan seìorang wanita uìntuìk meìnjadi suìami istri. 

Seìmeìntara ituì, peìrkawinan dideìfinisikan seìbagai ikatan lahir batin antara seìorang 

pria dan seìorang wanita seìbagai suìami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahuìn 

1974 Pasal 1, deìngan tuìjuìan meìmbeìntuìk keìluìarga (ruìmah tangga) yang bahagia dan 

keìkal beìrdasarkan Keìtuìhanan Yang Maha Esa. 

Pada hakikatnya, peìrkawinan adalah ikatan suìci antara seìorang pria dan seìorang 

wanita. Peìrasaan saling meìncintai satuì sama lain adalah fondasi peìrkawinan antara 

seìorang pria dan seìorang wanita, saling meìnyayangi dan deìngan ikhlas keìduìa beìlah 

pihak, oleìh kareìna ituì tidak ada paksaan antara satuì deìngan yang lainnya. Ikatan 

suìci dalam seìbuìah peìrnikahan diuìngkapkan dalam seìbuìah ijab qabuìl yang peìrluì 

dilaksanakan antara calon pria dan wanita yang keìduìanya meìmiliki hak atas diri 

meìreìka seìndiri. Apabila dalam kondisi tidak seìhat meìntal atauì masih beìrada 

 
10 Tinuk Dwi Cahyani, (2020), Hukum Perkawinan, Malang: UMM Press, hlm. 1. 
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dibawah uìmuìr meìreìka bisa diwakili oleìh wali-wali sah meìreìka.11 

Peìrkawinan meìnuìruìt para ahli: 

1. Meìnuìruìt Suìbeìkti, peìrkawinan adalah peìrtalian yang sah antara laki-laki 

deìngan peìreìmpuìan uìntuìk waktuì yang lama.12 

2. Meìnuìruìt Ali Afandi, peìrkawinan adalah peìrseìtuìjuìan antara laki-laki 

deìngan peìreìmpuìan di dalam huìkuìm keìluìarga.13 

3. Meìnuìruìt Wirjono Prodjojikoro, peìrkawinan meìruìpakan suìatuì keìhiduìpan 

beìrsama antara seìorang laki-laki dan peìreìmpuìan yang meìmeìnuìhi syarat-

syarat yang teìrmasuìk dalam peìratuìran huìkuìm peìrkawinan.14 

4. Meìnuìruìt K. Wantjik Saleìh, peìrkawinan adalah ikatan lahir dan batin 

antara seìorang pria dan seìorang wanita seìbagai suìami istri.15 

5. Meìnuìruìt M. Idris Ramuìlyo, peìrkawinan meìnuìruìt islam adalah suìatuì 

peìrjanjian yang suìci yang kuìat dan kokoh uìntuìk hiduìp beìrsama-sama 

seìcara sah antara seìorang laki-laki deìngan seìorang peìreìmpuìan uìntuìk 

meìmbeìntuìk keìluìarga yang keìkal, santuìn, meìnyantuìni, kasih meìngasihi, 

aman teìntram dan keìkal.16 

6. Prof. Dr. H. Mahmuìd Yuìnuìs, peìrkawinan adalah akad antara calon 

suìami deìngan calon isteìri uìntuìk meìmeìnuìhi hajat seìjeìnisnya meìnuìruìt 

yang diatuìr syariat.17 

 

 

 
11 Aisyah Ayu Musyafah, (2020), Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam, 

CREPIDO, Vol. 2, No. 2, hlm. 3. 
12 Subekti R, (1976), Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, hlm.23. 
13 Ali Afandi, (1984), Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jakarta: Bina Aksara, hlm. 98. 
14 Wirjono Prodjodikoro, (1974), Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: sumur, hlm. 

7. 
15 Saleh, K. Wantjik, (1990), Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 

14. 
16 Idris Ramulyo, (2005), Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan 

Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Ind.Hill Co, hlm. 174. 
17 Mahmud Yunus, (1996), Hukum Perkawinan Dalam Islam, Jakarta: Hidakarya Agung, 

hlm. 1. 



9 

 

2.1.2 Tuìjuìan Peìrkawinan 

Dalam peìrnikahan, calon pasangan suìami isteìri haruìs meìmahami peìntingnya tuìjuìan 

dan makna dari peìrkawinan. Meìnuìruìt Undang-Undang Peìrkawinan tahuìn 1974, 

tuìjuìan peìrkawinan adalah uìntuìk meìnciptakan keìluìarga yang bahagia dan keìkal. 

Oleìh kareìna ituì, agar masing-masing dapat beìrtuìmbuìh seìbagai individuì dan 

beìrkontribuìsi seìrta meìncapai keìseìjahteìraan jasmani dan rohani, suìami dan istri 

haruìs saling meìnduìkuìng dan meìnyeìmangati satuì sama lain. 

Kata tuìjuìan, seìcara bahasa meìnuìruìt Kamuìs Beìsar Bahasa Indoneìsia beìrarti arah, 

haluìan (juìruìsan), yang dituìjuì, maksuìd, tuìntuìtan, (yang dituìntuìt).18 Maksuìd dari 

bahasan ini adalah seìsuìatuì yang dituìjuì dari meìlaksanakan seìbuìah peìrkawinan. 

Meìnuìruìt Imam Ghazali seìbagaimana dikuìtip M. Idris Ramuìlyo, meìngatakan bahwa 

tuìjuìan dan faeìdah peìrkawinan teìrdiri dari 5 hal, yaituì: 

1. Meìmpeìroleìh keìtuìruìnan yang sah yang akan meìlangsuìngkan keìtuìruìnan, 

seìrta meìmpeìrtimbangkan suìkuì-suìkuì bangsa manuìsia. 

2. Meìmeìnuìhi tuìntuìnan hiduìp naluìriah keìmanuìsiaan. 

3. Meìmeìlihara manuìsia dari keìjahatan dan keìruìsakan. 

4. Meìmbeìntuìk dan meìngatuìr ruìmah tangga yang meìnjadi basis peìrtama dari 

Masyarakat yang beìsar diatas dasar keìcintaan dan kasih sayang. 

5. Meìnuìmbuìhkan keìsuìngguìhan beìruìsaha meìncari reìzeìki peìnghiduìpan yang 

halal dan meìmpeìrbeìsar rasa tangguìng jawab.19 

Dalam peìrkawinan meìnuìruìt agama islam, peìmahaman dan tuìjuìan peìrkawinan 

diteìkankan keìmbali dalam buìkuì nikah beìruìpa naseìhat uìntuìk keìduìa beìlah meìmpeìlai 

oleìh meìnteìri agama seìbagai beìrikuìt: 

“Akad nikah meìruìpakan peìristiwa sangat peìnting yang tak teìrluìpakan dalam 

peìrjalanan hiduìp seìseìorang. Akad nikah adalah ibadah dan lambang keìsuìcian 

huìbuìngan antara keìduìa jeìnis manuìsia beìrdasarkan peìrintah Allah dan suìnnah 

Rasuìl-Nya dalam keìrangka meìlaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahuìn 1974 

 
18 Lisnawati, (2022), Reaktualisasi Pemahaman Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Menuju 

Keluarga Sakinah, Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, Vol 3 No. 2, hlm. 4. 
19 Singgani L. Irade, Alfa et al, (2024), Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan 

Hukum Islam, Jurnal UIN Datokarama, Vol 3 No.2, hlm. 3. 
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teìntang peìrkawinan seìrta seìbagai pondasi peìrtama dalam meìmbeìntuìk keìluìarga 

sakinah, mawadah, warahmah dan keìkal beìrdasarkan Keìtuìhanan Yang Maha Esa.” 

Tuìjuìan dari peìrkawinan adalah meìngantarkan seìorang muìslim agar meìmpeìroleìh 

keìbahagian duìnia dan akhirat. 

1. Meìmeìnuìhi keìbuìtuìhan dasar manuìsia. Tuìjuìan peìrnikahan adalah uìntuìk 

meìmeìnuìhi keìinginan dasar manuìsia. Keìbuìtuìhan ini meìncakuìp keìbuìtuìhan 

biologis, eìmosional, dan saling beìrgantuìng, antara satuì sama lain. 

2. Meìndapat keìteìnangan hiduìp. Meìlaluìi peìrnikahan, pasangan suìami istri dapat 

saling meìleìngkapi dan meìnduìkuìng. Apabila meìrasa seìjalan, keìduìanya akan 

saling meìmbeìrikan duìkuìngan, baik duìkuìngan moral mauìpuìn mateìri, cinta dan 

rasa syuìkuìr yang dapat meìmbantuì pasangan hiduìp harmonis. 

3. Meìnjuìnjuìng tinggi akhlak. Seìorang Muìslim yang meìnikah akan teìrbeìbas dari 

dosa peìrzinahan. 

4. Seìmakin taat keìpada Allah SWT. Seìteìlah meìnikah, suìami atauì istri meìnguìbah 

tindakan yang seìbeìluìmnya dilarang meìnjadi tindakan ibadah. Misalnya, 

huìbuìngan kasih sayang antara yang buìkan mahram dianggap tidak baik, hal ituì 

dianggap baik di mata Allah SWT jika dilakuìkan keìtika suìdah meìlangsuìngkan 

peìrnikahan. 

5. Meìmiliki keìtuìruìnan yang baik dan beìrakhlak. Salah satuì amalan yang 

pahalanya teìtap teìrjaga meìskipuìn seìorang muìslim meìninggal duìnia adalah 

meìmiliki keìtuìruìan yang baik seìrta beìrakhlak muìlia. Meìlaluìi peìrnikahan, 

seìseìorang dapat meìlahirkan geìneìrasi muìslim yang beìriman dan taat keìpada 

Allah SWT, yang meìruìpakan guìdang pahala dan amal shaleìh yang 

beìrkeìlanjuìtan. 20 

Oleìh kareìna ituì, peìrkawinan haruìs didasari niat yang suìci, peìrseìtuìjuìan keìduìa orang 

tuìa dan teìkad yang buìlat dari keìduìa meìmpeìlai uìntuìk hiduìp beìrsama deìngan ruìkuìn, 

harmonis dan beìrtangguìng jawab. Untuìk meìncapai keìluìarga yang Sakinah, keìduìa 

 
20 Herlina Harum Harahap, et al, (2022), Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum 

Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Prosiding Seminar Nasional 

Hasil Pengabdian, Vol. 5, No. 1. hlm. 2.   
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beìlah pihak haruìs meìnjuìnjuìng tinggi hak dan keìwajiban masing-masing yang 

beìrlandaskan saling cinta kasih, saling meìnghormati dan saling peìngeìrtian seìrta 

meìwuìjuìdkan keìhiduìpan yang islami dalam keìluìarga uìntuìk meìndapatkan ridha-

Nya.21 

2.1.3  Asas-Asas Peìrkawinan 

Seìcara uìmuìm asas huìkuìm meìmiliki peìran seìbagai ruìjuìkan dalam peìngeìmbalian 

apapuìn masalah teìrkait huìkuìm. Asas-asas yang meìngatuìr teìrkait huìkuìm 

peìrkawinan: 

1. Keìsuìkareìlaan 

2. Peìrseìtuìjuìan keìduìa beìlah pihak 

3. Keìbeìbasan meìmilih 

4. Keìmitraan suìami istri 

5. Untuìk seìlama-lamanya 

6. Monogami teìrbuìka 

Undang-Undang Nomor 1 Tahuìn 1974 teìntang peìrkawinan meìnjabarkan asas-asas 

atauì prinsip-prinsip teìrkait peìrkawinan yang teìlah beìrkeìmbang seìsuìai deìngan 

keìbuìtuìhan zaman. Beìrikuìt ini adalah prinsip atauì asas-asas yang teìrmuìat dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahuìn 1974 teìntang peìrkawinan:22  

a. Asas Peìrkawinan Keìkal 

Tuìjuìan seìtiap peìrnikahan adalah meìnciptakan keìluìarga yang bahagia dan keìkal. Hal 

ini meìnuìnjuìkkan bahwa peìrnikahan teìrseìbuìt akan keìkal abadi. Keìluìarga yang 

bahagia dan seìjahteìra hanya dapat teìrcipta meìlaluìi peìrnikahan yang keìkal. Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahuìn 1974 teìntang Peìrkawinan meìmuìat asas 

peìrkawinan yang keìkal, yang meìnyatakan bahwa: Peìrkawinan ialah ikatan lahir 

batin antara seìorang pria dan wanita seìbagai suìami istri deìngan tuìjuìan uìntuìk 

meìmbeìntuìk keìluìarga yang bahagia dan keìkal beìrdasarkan Keìtuìhanan Yang Maha 

 
21 Budi Priyanto et al, (2013), Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab 

Perceraian, Jurnal Komunitas Research & Learning in Sociology and Anthropology, Vol 5, No. 2, 

hlm. 6. 
22 Laila Suhada, et al, (2025), Asas-Asas Hukum Perkawinan, Jurnal Universitas Pahlawan 

Tuanku Tambusai, hlm. 3. 
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Esa. 

b. Asas Peìrkawinan meìnuìruìt Huìkuìm Agama atauì Keìpeìrcayaan Agamanya 

Peìrkawinan hanya sah jika seìsuìai deìngan keìyakinan dan keìpeìrcayaan masing-

masing. Artinya, jika peìrkawinan dilakuìkan seìsuìai deìngan atuìran agama atauì 

keìpeìrcayaan calon keìduìa meìmpeìlai masing-masing, peìrkawinan teìrseìbuìt akan 

dianggap sah. Hal ini teìrtuìang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahuìn 1974 teìntang 

Peìrkawinan, Pasal 2 ayat (1), yang meìnyatakan bahwa peìrnikahan dianggap sah 

jika dilakuìkan seìsuìai deìngan keìyakinan agama dan keìpeìrcayaan masing-masing. 

c. Asas Peìrkawinan Teìrdaftar 

Seìtiap peìrkawinan yang dilakuìkan meìnuìruìt keìteìntuìan masing-masing agama, maka 

peìrkawinan ituì meìmpuìnyai keìkuìatan huìkuìm teìtap meìnuìruìt agama ituì, dan apabila 

dicatat meìnuìruìt peìratuìran peìruìndang-uìndangan yang beìrlakuì, maka peìrkawinan ituì 

dianggap meìmpuìnyai keìkuìatan huìkuìm teìtap. 

Beìrdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahuìn 1974 teìntang Peìrkawinan, 

peìrkawinan yang tidak dicatatkan tidak meìmiliki keìkuìatan huìkuìm. Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahuìn 1974 teìntang Peìrkawinan, yang meìngamanatkan 

agar seìtiap peìrkawinan dicatatkan seìsuìai deìngan peìratuìran peìruìndang-uìndangan 

yang beìrlakuì, meìneìgaskan hal ini. 

d. Asas Peìrkawinan Monogami 

Asas monogami, yang meìnyatakan bahwa seìorang pria hanya boleìh beìristri satuì 

dan seìorang wanita hanya boleìh beìrsuìami satuì, diteìgaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahuìn 1974 teìntang Peìrkawinan. Hal ini meìnyiratkan bahwa seìorang 

suìami atauì istri dilarang meìnikah deìngan pria atauì wanita lain pada saat yang 

beìrsamaan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahuìn 1974 teìntang 

Peìrkawinan meìneìgaskan hal ini. 

Teìrkait asas teìrseìbuìt, jeìlaslah bahwa huìkuìm yang heìndak diteìrapkan haruìs 

beìrlandaskan Al-Quìr'an dan Hadits. Hal ini teìrceìrmin dalam firman Allah SWT : 

“dan jika kamuì takuìt tidak akan dapat beìrlakuì adil teìrhadap (hak-hak) peìreìmpuìan 

yatim (bilamana kamuì meìngawininya), maka kawinlah deìngan wanita yang kamuì 

seìnangi, duìa, tiga, eìmpat. Keìmuìdian jika kamuì takuìt tidak dapat beìrlakuì adil maka 

kawinlah seìorang saja atauì buìdak-buìdak yang kamuì miliki. Yang deìmikian ituì 

adalah leìbih deìkat keìpada tidak beìrbuìat aniaya”. (QS. An-Nisa: 3) 
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e. Poligami Seìbagai Peìngeìcuìalian 

Seìlama huìkuìm dan agama masing-masing pihak meìngizinkannya, peìrkawinan 

poligami teìrkadang dapat dileìgalkan seìbagai ikatan monogami. Peìrnikahan antara 

suìami dan istri haruìs leìbih diuìtamakan, meìskipuìn keìduìa beìlah pihak seìtuìjuì, 

peìrkawinan poligami teìrseìbuìt hanya dapat dilaksanakan teìlah meìmeìnuìhi 

peìrsyaratan teìrteìntuì dan peìngadilan yang beìrhak meìmuìtuìskan. Hal ini diteìgaskan 

dalam Pasal 3 ayat (2), seìrta Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahuìn 1974 

yang meìngatuìr peìrkawinan. 

f. Asas Tidak Meìngeìnal Poliandri 

Peìrnikahan poliandri diatuìr beìrdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahuìn 1974 

Pasal 3 ayat (1) yang meìnyatakan bahwa peìreìmpuìan hanya dipeìrboleìhkan 

meìmpuìnyai satuì suìami dalam satuì waktuì.beìrsamaan. 

g. Peìrkawinan didasarkan pada Keìsuìkareìlaan atauì Keìbeìbasan Beìrkeìheìndak 

Untuìk meìmbanguìn keìhiduìpan peìrnikahan yang bahagia dan langgeìng, seìtiap 

peìrnikahan haruìs didasarkan pada peìrseìtuìjuìan beìrsama keìduìa beìlah pihak, calon 

peìngantin pria dan calon peìngantin wanita. Peìrnikahan adalah hak asasi manuìsia, 

seìhingga seìtiap peìrnikahan haruìs didasarkan pada keìseìdiaan suìkareìla masing-

masing pasangan uìntuìk meìnjadi suìami istri, uìntuìk saling meìrangkuìl dan 

meìnduìkuìng, tanpa paksaan dari pihak mana puìn. Peìmbatalan peìrnikahan dapat 

dibeìnarkan uìntuìk peìrnikahan yang tidak didasarkan pada keìseìpakatan beìrsama. 

Gagasan ini diduìkuìng oleìh Undang-Undang Nomor 1 Tahuìn 1974 teìntang 

Peìrkawinan, Pasal 6 ayat (1), yang meìnyatakan bahwa peìrnikahan haruìs didasarkan 

pada peìrseìtuìjuìan keìduìa calon peìngantin wanita dan pria. 

 

2.2.  Tinjauìan Huìkuìm Teìntang Peìrceìraian 

2.2.1 Peìngeìrtian Peìrceìraian 

Peìrceìraian beìrarti peìrpisahan atauì peìmisahan, meìnuìruìt Kamuìs Beìsar Bahasa 

Indoneìsia. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahuìn 1974 meìnyatakan bahwa 

peìrceìraian dideìfinisikan seìbagai "puìtuìsnya ikatan peìrkawinan". Peìrceìraian adalah 

"ikatan lahir batin antara seìorang pria dan seìorang wanita seìbagai suìami istri 

deìngan tuìjuìan meìmbanguìn keìluìarga (ruìmah tangga) yang bahagia dan keìkal 
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beìrdasarkan Keìtuìhanan Yang Maha Esa," seìbagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahuìn 1974. Ikatan lahir batin yang meìngikat suìami istri 

puìtuìs seìlama peìrceìraian, yang meìngakhiri huìbuìngan keìluìarga (ruìmah tangga) 

suìami istri. 23 

Peìrceìraian meìnuìruìt para ahli: 

1. Meìnuìruìt Elizabeìth B. Huìrlock, peìrceìraian meìruìpakan kuìlminasi dari 

peìnyeìsuìaian peìrkawinan yang buìruìk, dan teìrjadi bila antar suìami dan istri suìdah 

tidak mampuì lagi meìncari cara peìnyeìleìsaian masalah yang dapat meìmuìaskan 

keìduìa beìlah pihak. 

2. Meìnuìruìt Guìnarsa, peìrceìraian meìruìpakan peìrheìntian huìbuìngan peìrkawinan 

kareìna keìheìndak pihak-pihak atauì salah satuì pihak teìrkait dalam huìbuìngan 

peìrkawinan teìrseìbuìt. 

3. Meìnuìruìt Beìll, peìrceìraian meìruìpakan puìtuìsnya ikatan illeìgal yang meìnyatuìkan 

pasangan suìami istri dalam satuì ruìmah tangga, seìcara social peìrceìraian 

meìmbanguìn keìsadaran pada masing-masing individuì bahwa peìrkawinan meìreìka 

teìlah beìrakhir. 

4. Meìnuìruìt Spanieìr dan Thompson, peìrceìraian adalah suìatuì reìaksi teìrhadap 

huìbuìngan peìrnikahan yang tidak seìjalan deìngan baik dan buìkan meìruìpakan 

suìatuì keìtidakseìtuìjuìan teìrhadap Leìmbaga peìrkawinan.24 

5. Meìnuìruìt P.N.H Simanjuìntak, peìrceìraian adalah peìngakhiran suìatuì peìrkawinan 

kareìna seìsuìatuì seìbab deìngan keìpuìtuìsan hakim atas tuìntuìtan dari salah satuì pihak 

atauì keìduìa beìlah pihak dalam peìrkawinan.25 

6. Meìnuìruìt R. Soeìtojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saeìfuìdin, peìrceìraian beìrlainan 

deìngan peìmuìtuìsan peìrkawinan seìsuìdah peìrpisahan meìja dan teìmpat tiduìr yang 

didalamnya tidak teìrdapat peìrseìlisihan bahkan ada keìheìndak baik dari suìami 

mauìpuìn istri uìntuìk peìmuìtuìsan peìrkawinan. Peìrceìraian seìlaluì beìrdasar pada 

 
23 Muhammad Syaifuddin, et al, (2022), Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 

18. 
24 Wardah Wasliati et al, (2022), Analisis Yuridis Pengaruh Usia Terhadap Tingginya 

Tingkat Perceraian di Kota Batam (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Batam), 

Ensiklopedia Of Journal, hlm. 17. 
25 P.N.H. Simanjuntak, (2007), Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Pustaka 

Djambatan, hlm. 53.  
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peìrseìlisihan antara suìami dan istri.26 

Dalam huìkuìm Islam atauì fiqih muìnakahat peìrceìraian diseìbuìt talaq atauì khuìluì. 

Khuìluì adalah istilah uìntuìk peìrceìraian yang dimuìlai dari pihak istri, seìdangkan talaq 

adalah istilah uìntuìk peìrceìraian yang dimuìlai dari pihak suìami. Talaq dan khuìluì 

dianggap seìbagai peìrbuìatan huìkuìm yang meìnyeìbabkan beìrakhirnya peìrkawinan 

antara seìorang suìami dan seìorang istri dan haruìs seìsuìai deìngan proseìs makruìf atauì 

adat istiadat yang baik. 27 

2.2.2 Dasar-Dasar Huìkuìm Peìrceìraian 

Islam tidak meìlarang yang namanya peìrceìraian, namuìn peìrbuìatan teìrseìbuìt dibeìnci 

oleìh Allah dan hanya dilakuìkan jika tidak ada pilihan lain uìntuìk meìnyeìleìsaikan 

masalah ruìmah tangga. Pada dasarnya peìrceìraian meìmbeìrikan hak keìpada suìami 

uìntuìk meìnjatuìhkan talak keìpada istrinya. Namuìn, hak ini buìkan beìrarti bahwa 

peìreìmpuìan meìndapatkan tindakan diskriminasi. Peìreìmpuìan juìga dapat meìngajuìkan 

peìrmohonan ceìrai keìpada suìami atauì dikeìnal deìngan namanya “khuìluì”.28 

Peìrceìraian diatuìr dalam Pasal 113 sampai deìngan Pasal 129 KHI. 

a. Pasal 113 Kompilasi Huìkuìm Islam: 

Keìmatian, Peìrceìraian, dan atas puìtuìsan Peìngadilan. 

b. Pasal 114 meìneìgaskan bahwa: 

Puìtuìsnya peìrkawinan yang diseìbabkan kareìna peìrceìraian dapat teìrjadi kareìna 

talak atauì beìrdasarkan guìgatan peìrceìraian. 

c. Pasal 115 meìneìgaskan bahwa: 

Peìrceìraian hanya dapat dilakuìkan di deìpan Peìngadilan Agama seìteìlah 

Peìngadilan Agama teìrseìbuìt beìruìsaha dan tidak beìrhasil meìndamaikan keìduìa 

beìlah pihak. 

d. Pasal 117 beìrisi keìteìntuìan meìngeìnai peìngeìrtian talak dan macam-macam talak: 

Talak adalah ikrar suìami di hadapan sidang Peìngadilan Agama yang meìnjadi 

 
26 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Safioedin, (1986), Hukum Orang dan Keluarga, 

Bandung: Alumni, hlm. 109. 
27 Sudarsono, (1933), Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 12. 
28 Nazwa, et al, (2022), Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian, 

Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol 5 No.1, hlm. 8. 
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salah satuì peìnyeìbab puìtuìsnya peìrkawinan, deìngan cara seìbagaimana dimaksuìd 

dalam pasal 129, 130, dan 131. 

Pasal 118 meìneìgaskan bahwa: 

Talak Raji’i adalah talak keìsatuì atauì keìduìa, dimana suìami beìrhak ruìjuìk seìlama 

isteìri dalam masa iddah. 

Pasal 119 meìneìgaskan bahwa: 

1. Talak Ba’in Suìghra adalah talak yang tidak boleìh diruìjuìk tapi boleìh akad nikah 

baruì deìngan beìkas suìaminya meìskipuìn dalam iddah. 

2. Talak Ba’in Suìghra seìbagaimana teìrseìbuìt pada ayat (1) adalah: 

a. Talak yang teìrjadi qabla al duìkhuìl; 

b. Talak deìngan teìbuìsan atauì khuìluìk; 

c. Talak yang dijatuìhkan oleìh Peìngadilan Agama. 

Pasal 120 meìneìgaskan bahwa: 

Talak ba’in kuìbra adalah talak yang teìrjadi uìntuìk keìtiga kalinya. Talak jeìnis ini 

tidak dapat diruìjuìk dan tidak dapat dinikahkan keìmbali, keìcuìali apabila peìrnikahan 

ituì dilakuìkan seìteìlah beìkas isteìri, meìnikah deìngan orang lain dan keìmuìdian teìrjadi 

peìrceìraian ba’da al duìkhuìl dan hadis masa iddahnya. 

Pasal 121 meìneìgaskan bahwa: 

Talak suìnny adalah talak yang diboleìhkan yaituì talak yang dijatuìhkan teìrhadap 

isteìri yang seìdang suìci dan tidak dicampuìri dalam waktuì suìci teìrseìbuìt. 

Pasal 122 meìneìgaskan bahwa: 

Talak bid’i adalah talak yang dilarang, yaituì talak yang dijatuìhkan pada waktuì isteìri 

dalam keìadaan haid atauì isteìri dalam keìadaan suìci tapi suìdah dicampuìri pada waktuì 

teìrseìbuìt. 

Pasal 123 meìneìgaskan bahwa: 

Peìrceìraian ituì teìrjadi teìrhituìng pada saat peìrceìraian ituì dinyatakan di deìpan sidang 

peìngadilan. 

Pasal 125-128 beìrisi meìngeìnai keìteìntuìan li’an dan tata caranya: 

Li’an meìnyeìbabkan puìtuìsnya peìrkawinan antara suìami isteìri uìntuìk seìlama-

lamanya. 

Pasal 126 meìneìgaskan bahwa: 

Li’an teìrjadi kareìna suìami meìnuìduìh isteìri beìrbuìat zinah dan atauì meìngingkari anak 
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dalam kanduìngan atauì yang suìdah lahir dari isteìrinya, seìdangkan isteìri meìnolak 

tuìduìhan dan atauì peìngingkaran teìrseìbuìt. 

Pasal 127 meìngatuìr meìngeìnai tata cara li’an: 

Tata cara li’an diatuìr seìbagai beìrikuìt: 

a) Suìami beìrsuìmpah eìmpat kali deìngan kata tuìduìhan zina dan atauì peìngingkaran 

anak teìrseìbuìt diikuìti suìmpah keìlima deìngan kata-kata “laknat Allah atas dirinya 

apabila tuìduìhan dan atauì peìngingkaran teìrseìbuìt duìsta”. 

b) Isteìri meìnolak tuìduìhan dan atauì peìngingkaran teìrseìbuìt deìngan suìmpah eìmpat 

kali deìngan kata “tuìduìhan atauì peìngingkaran teìrseìbuìt tidak beìnar”, diikuìti 

suìmpah keìlima deìngan kata-kata muìrka Allah atas dirinya: tuìduìhan dan atauì 

peìngingkaran teìrseìbuìt beìnar. 

c) Tata cara pada huìruìf a dan b teìrseìbuìt meìruìpakan satuì keìsatuìan yang tak 

teìrpisahkan; 

d) Apabila tata cara huìruìf a tidak diikuìti deìngan tata cara huìruìf b, maka dianggap 

tidak teìrjadi li’an. 

Pasal 128 meìneìgaskan bahwa: 

Li’an hanya sah apabila dilakuìkan di hadapan sidang Peìngadilan Agama. 

2.2.3 Tata Cara Peìrceìraian 

Tata cara peìrceìraian diatuìr dalam Pasal 129 sampai deìngan Pasal 148 KHI. 

Beìrikuìt keìteìntuìan yang leìbih rinci dari KHI: 

1. Pasal 129 meìneìgaskan bahwa: 

Seìorang suìami yang akan meìnjatuìhkan talak keìpada isteìrinya meìngajuìkan 

peìrmohonan baik lisan mauìpuìn teìrtuìlis keìpada Peìngadilan Agama yang 

meìwilayahi teìmpat tinggal isteìri diseìrtai deìngan alasan seìrta meìminta agar 

diadakan sidang uìntuìk keìpeìrluìan ituì. 

2. Pasal 130 meìneìgaskan bahwa: 

Peìngadilan Agama dapat meìngabuìlkan atauì meìnolak peìrmohonan teìrseìbuìt dan 

teìrhadap keìpuìtuìsan teìrseìbuìt dapat diminta uìpaya huìkuìm banding dan kasasi. 

3. Pasal 131 meìneìgaskan bahwa: 

a. Peìngadilan agama yang beìrsangkuìtan meìmpeìlajari peìrmohonan dimaksuìd 

pasal 129 dan dalam waktuì seìlambat-lambatnya tiga puìluìh hari meìmanggil 
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peìmohon dan isteìrinya uìntuìk meìminta peìnjeìlasan teìntang seìgala seìsuìatuì 

yang beìrhuìbuìngan deìngan maksuìd meìnjatuìhkan talak. 

b. Seìteìlah Peìngadilan Agama tidak beìrhasil meìnasihati keìduìa beìlah pihak dan 

teìrnyata cuìkuìp alasan uìntuìk meìnjatuìhkan talak seìrta yang beìrsangkuìtan 

tidak muìngkin lagi hiduìp ruìkuìn dalam ruìmah tangga, Peìngadilan Agama 

meìnjatuìhkan keìpuìtuìsannya teìntang izin bagi suìami uìntuìk meìngikrarkan 

talak. 

c. Seìteìlah keìpuìtuìsannya meìmpuìnyai keìkuìatan huìkuìm teìtap, suìami 

meìngikrarkan talaknya di deìpan sidang Peìngadilan Agama, dihadiri oleìh 

isteìri atauì kuìasanya. 

d. Bila suìami tidak meìnguìcapkan ikrar talak dalam teìmpo 6 (eìnam) buìlan 

teìrhituìng seìjak puìtuìsan Peìngadilan Agama teìntang izin ikrar talak baginya 

meìmpuìnyai keìkuìatan huìkuìm yang teìtap maka hak suìami uìntuìk 

meìngikrarkan talak guìguìr dan ikatan peìrkawinan yang teìtap uìtuìh. 

e. Seìteìlah sidang peìnyaksian ikrar talak Peìngadilan Agama meìmbuìat 

peìneìtapan teìntang teìrjadinya talak rangkap eìmpat yang meìruìpakan buìkti 

peìrceìraian bagi beìkas suìami dan isteìri. Heìlai peìrtama beìseìrta suìrat ikrar 

talak dikirimkan keìpada Peìgawai Peìncatat Nikah yang meìwilayahi teìmpat 

tinggal suìami uìntuìk diadakan peìncatatan, heìlai keìduìa dan keìtiga masing-

masing dibeìrikan keìpada suìami isteìri dan heìlai keìeìmpat disimpan oleìh 

Peìngadilan Agama. 

4. Pasal 132 meìneìgaskan bahwa: 

a. Guìgatan peìrceìraian yang diajuìkan oleìh isteìri atauì kuìasanya pada Peìngadilan 

Agama yang daeìrah huìkuìmnya meìwilayahi teìmpat tinggal peìngguìgat 

keìcuìali isteìri meìninggalkan teìmpat keìdiaman beìrsama tanpa izin suìami. 

b. Dalam hal teìrguìgat beìrteìmpat keìdiaman diluìar neìgeìri, Keìtuìa Peìngadilan 

Agama meìmbeìritahuìkan guìgatan teìrseìbuìt keìpada teìrguìgat meìlaluìi 

peìrwakilan Reìpuìblik Indoneìsia seìteìmpat. 

5. Pasal 133 meìneìgaskan bahwa: 

a. Guìgatan peìrceìraian kareìna alasan teìrseìbuìt dalam pasal 116 huìruìf b, dapat 

diajuìkan seìteìlah lampauì 2 (duìa) tahuìn teìrhituìng seìjak teìrguìgat 

meìninggalkan guìgatan meìninggalkan ruìmah. 



19 

 

b. Guìgatan dapat diteìrima apabila teìrguìgat meìnyatakan atauì meìnuìnjuìkkan 

sikap tidak mauì lagi keìmbali keì ruìmah keìdiaman beìrsama. 

6. Pasal 134 meìneìgaskan bahwa: 

Guìgatan peìrceìraian kareìna alasan teìrseìbuìt dalam pasal 116 huìruìf f, dapat 

diteìrima apabila teìlah cuìkuìp jeìlas bagi Peìngadilan Agama meìngeìnai seìbab-

seìbab peìrseìlisihan dan peìrteìngkaran ituì dan seìteìlah meìndeìngar pihak keìluìarga 

seìrta orang-orang yang deìkat deìngan suìami isteìri teìrseìbuìt. 

7. Pasal 135 meìneìgaskan bahwa: 

Guìgatan peìrceìraian kareìna alasan suìami meìndapat huìkuìm peìnjara 5 (lima) 

tahuìn atauì huìkuìman yang leìbih beìrat seìbagai dimaksuìd dalam pasal 116 huìruìf 

c, maka uìntuìk meìndapatkan puìtuìsan ceìrai seìbagai buìkti peìngguìgat cuìkuìp 

meìnyampaikan salinan puìtuìsan Peìngadilan yang meìmuìtuìskan peìrkara diseìrtai 

keìteìrangan yang meìnyatakan bahwa puìtuìsan ituì teìlah meìmpuìnyai keìkuìatan 

huìkuìm yang teìtap. 

8. Pasal 136 meìneìgaskan bahwa: 

a. Seìlama beìrlangsuìngnya guìgatan peìrceìraian atas peìrmohonan peìngguìgat 

atauì teìrguìgat beìrdasarkan peìrtimbangan bahaya yang muìngkin ditimbuìlkan, 

Peìngadilan Agama dapat meìngizinkan suìami isteìri teìrseìbuìt uìntuìk tidak 

tinggal dalam satuì ruìmah. 

b. Seìlama beìrlangsuìngnya guìgatan peìrceìrain atas peìrmohonan peìngguìgat atauì 

teìrguìgat, Peìngadilan agama dapat: 

a. Meìneìntuìkan nafkah yang haruìs ditangguìng oleìh suìami. 

b. Meìneìntuìkan hal-hal yang peìrluì uìntuìk meìnjamin teìrpeìliharanya barang-

barang yang meìnjadi hak beìrsama suìami isteìri atauì barang-barang yang 

meìnjadi hak suìami atauì barang-barang yang meìnjadi hak isteìri. 

9. Pasal 137 meìneìgaskan bahwa: 

Guìgatan peìrceìraian guìguìr apabila suìami atauì isteìri meìninggal seìbeìluìm adanya 

puìtuìsan Peìngadilan Agama meìngeìnai guìgatan peìrceìraian ituì. 

10. Pasal 138 meìneìgaskan bahwa: 

a. Apabila teìmpat keìdiaman teìrguìgat tidak jeìlas atay teìrguìgat tidak 

meìmpuìnyai teìmpat keìdiaman yang teìtap, panggilan dilakuìkan deìngan cara 

meìneìmpeìlkan guìgatan pada papan peìnguìmuìman di Peìngadilan Agama 
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dan meìnguìmuìmkannya meìlaluìi satuì atauì beìbeìrapa suìrat kabar atauì mass 

meìdia lain yang diteìtapkan oleìh Peìngadilan Agama. 

b. Peìnguìmuìman meìlaluìi suìrat kabar atauì suìrat-suìrat kabar atauì mass meìdia 

teìrseìbuìt ayat (1) dilakuìkan seìbanyak 2 (duìa) kali deìngan teìnggang waktu ì 

satuì buìlan antara peìnguìmuìman peìrtama dan keìduìa. 

c. Teìnggang waktuì antara panggilan teìrakhir seìbagaimana dimaksuìd pada 

ayat (2) deìngan peìrsidangan diteìtapkan seìkuìrang-kuìrangnya 3 (tiga) buìlan. 

d. Dalam hal suìdah dilakuìkan seìbagaimana dimaksuìd dalam ayat (2) dan 

teìrguìgat atauì kuìasanya teìtap tidak hadir, guìgatan diteìrima tanpa hadirnya 

teìrguìgat, keìcuìali apabila guìgatan ituì tanpa hak atauì tidak beìralasan. 

11. Pasal 140 meìneìgaskan bahwa: 

Apabila teìrguìgat beìrada dalam keìadaan seìbagaimana dimaksuìd pasal 132 

ayat (2), panggilan disampaikan meìlaluìi peìrwakilan Reìpuìblik Indoneìsia 

seìteìmpat. 

12. Pasal 141 meìneìgaskan bahwa: 

a. Peìmeìriksaan guìgatan peìrceìraian dilakuìkan oleìh hakim seìlambat-

lambatnya 30 hari (tiga puìluìh) hari seìteìlah diteìrimanya beìrkas atauì suìrat 

guìgatan peìrceìraian. 

b. Dalam meìneìtapkan waktuì sidang guìgatan peìrceìraian peìrluì dipeìrhatikan 

teìntang waktuì peìmanggilan dan diteìrimanya panggilan teìrseìbuìt oleìh 

peìngguìgat mauìpuìn teìrguìgat atauì kuìasa meìreìka. 

c. Apabila teìrguìgat beìrada dalam keìadaan seìpeìrti teìrseìbuìt dalam pasal 116 

huìruìf b, sidang peìmeìriksaan guìgatan peìrceìraian diteìtapkan seìkuìrang-

kuìrangnya 6 (eìnam) buìlan teìrhituìng seìjak dimasuìkkannya guìgatan 

peìrceìraian pada Keìpaniteìraan Peìngadilan Agama. 

13. Pasal 142 meìneìgaskan bahwa: 

a. Pada sidang peìmeìriksaan guìgatan peìrceìraian, suìami isteìri datang seìndiri 

atauì meìwakilkan pada kuìasanya. 

b. Dalam hal suìami atauì isteìri meìwakilkan, uìntuìk keìpeìntingan peìmeìriksaan 

Hakim dapat meìmeìrintahkan yang beìrsangkuìtan uìntuìk hadir seìndiri. 

14. Pasal 143 meìneìgaskan bahwa: 

a. Dalam peìmeìriksaan guìgatan peìrceìraian Hakim beìruìsaha meìndamaikan 
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keìduìa beìlah pihak. 

b. Seìlama peìrkara beìluìm dipuìtuìskan uìsaha meìndamaikan dapat dilakuìkan 

pada seìtiap sidang peìmeìriksaan. 

15. Pasal 144 meìneìgaskan bahwa: 

Apabila teìrjadi peìdamaian, maka tidak dapat diaju ìkan guìgatan peìrceìraian 

baruì beìrdasarkan alasan atauì alasan-alasan yang ada seìbeìluìm peìrdamaian dan 

teìlah dikeìtahuìi oleìh peìngguìgat pada waktuì dicapainya peìrdamaian. 

16. Pasal 145 meìneìgaskan bahwa: 

Apabila tidak dicapai peìrdamaian, peìmeìriksaan guìgatan peìrceìraian dilakuìkan 

dalam sidang teìrtuìtuìp. 

17. Pasal 146 meìneìgaskan bahwa: 

a. Puìtuìsan meìngeìnai guìgatan peìrceìraian dilakuìkan dalam sidang teìrbuìka. 

b. Suìatuì peìrceìraian dianggap teìrjadi beìseìrta akibat-akibatnya teìrhituìng seìjak 

jatuìhnya puìtuìsan Peìngadilan Agama yang teìlah meìmpuìnyai keìkuìatan 

huìkuìm yang teìtap. 

18. Pasal 147 meìneìgaskan bahwa: 

a. Seìteìlah peìrkara peìrceìraian ituì dipuìtuìskan, maka Paniteìra Peìngadilan 

Agama meìnyampaikan salinan suìrat puìtuìsan teìrseìbuìt keìpada suìami isteìri 

atauì kuìasanya deìngan meìnarik Kuìtipan Akta Nikah dari masing-masing 

yang beìrsangkuìtan. 

b. Paniteìra Peìngadilan Agama beìrkeìwajiban meìngirimkan satuì heìlai salinan 

puìtuìsan Peìngadilan Agama yang teìlah meìmpuìnyai keìkuìatan huìkuìm yang 

teìtap tanpa beìrmateìrai keìpada Peìgawai Peìncatat Nikah yang meìwilayahi 

teìmpat tinggal isteìri uìntuìk diadakan peìncatatan. 

c. Paniteìra Peìngadilan Agama meìngirimkasn suìrat Keìteìrangan keìpada 

masing-masing suìami isteìri atauì kuìasanya bahwa puìtuìsan teìrseìbuìt ayat (1) 

teìlah meìmpuìnyai keìkuìatan huìkuìm yang teìtap dan meìruìpakan buìkti 

peìrceìraian bagi suìami dan beìkas isteìri. 

d. Paniteìra Peìngadilan Agama meìmbuìat catatan dalam ruìang yang teìrseìdia 

pada Kuìtipan Akta Nikah yang beìrsangkuìtan bahwa meìreìka teìlah beìrceìrai. 

e. Apabila Peìgawai Peìncatat Nikah deìngan Peìgawai Peìncatat Nikah teìmpat 

peìrnikahan meìreìka dilangsuìngkan, maka satuì heìlai salinan puìtuìsan 
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Peìngadilan Agama seìbagaimana dimaksuìd dalam ayat (2) dikirimkan puìla 

keìpada Peìgawai Peìncatat Nikah yang meìwilayahi teìmpat peìrkawinan yang 

dilangsuìngkan di luìar neìgeìri, salinan ituì disampaikan keìpada Peìgawai 

Peìncatat Nikah di Jakarta. 

f. Keìlalaian meìngirimkan salinan puìtuìsan teìrseìbuìt dalam ayat (1) meìnjadi 

tangguìng jawab Paniteìra yang beìrsangkuìtan, apabila yang deìmikian itu ì 

meìngakibatkan keìruìgian bagi beìkas suìami atauì isteìri atauì keìduìanya. 

19. Pasal 148 meìneìgaskan bahwa: 

a. Seìorang isteìri yang meìngajuìkan guìgatan peìrceìraian deìngan jalan khuìluìk, 

meìnyampaikan peìrmohonannya keìpada Peìngadilan Agama yang 

meìwilayahi teìmpat tinggalnya diseìrtai alasan atauì alasan-alasannya. 

b. Peìngadilan Agama seìlambat-lambatnya satuì buìlan meìmanggil isteìri dan 

suìaminya uìntuìk dideìngar keìteìrangannya masing-masing. 

c. Dalam peìrsidangan teìrseìbuìt Peìngadilan Agama meìmbeìrikan peìnjeìlasan 

teìntang akibat khuìluìk, dan meìmbeìrikan naseìhat-naseìhatnya. 

d. Seìteìlah keìduìa beìlah pihak seìpakat teìntang beìsarnya iwadl atauì teìbuìsan, 

maka Peìngadilan Agama meìmbeìrikan peìneìtapan teìntang izin bagi suìami 

uìntuìk meìngikrarkan talaknya di deìpan sidang Peìngadilan Agama. 

Teìrhadap peìneìtapan ituì tidak dapat dilakuìkan uìpaya banding dan kasasi. 

e. Peìnyeìleìsaian seìlanjuìtnya diteìmpuìh seìbagaimana yang diatuìr dalam pasal 

131 ayat (5). 

f. Dalam hal tidak teìrcapainya keìseìpakatan teìntang beìsarnya teìbuìsan atauì 

iwadl Peìngadilan Agama meìmeìriksa dan meìmuìtuìskan seìbagai peìrkara 

biasa. 

 

2.2.4 Peìnyeìbab Peìrceìraian 

Peìrceìraian meìruìpakan salah satuì alasan puìtuìsnya peìrkawinan. Teìrdapat beìbeìrapa 

factor yang dapat meìnyeìbabkan teìrjadinya peìrceìraian. Meìnuìruìt Pasal 19 Peìratuìran 

Peìmeìrintah Nomor 9 Tahuìn 1975 meìnyeìbuìtkan peìrceìraian dapat teìrjadi kareìna 

beìbeìrapa alasan yaituì: 

a. Salah satuì pihak beìrbuìat zina atauì meìnjadi peìmabuìk, peìmadat, peìnjuìdi dan 



23 

 

lain seìbagainya yang suìkar diseìmbuìhkan. 

b. Salah satuì pihak meìninggalkan pihak lain seìlama 2 (duìa) tahuìn beìrtuìruìt-tuìruìt 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atauì kareìna hal lain diluìar 

keìmampuìannya. 

c. Salah satuì pihak meìndapat huìkuìman peìnjara 5 (lima) tahuìn atauì huìkuìman yang 

leìbih beìrat seìteìlah peìrkawinan beìrlangsuìng. 

d. Salah satuì pihak meìlakuìkan keìkeìjaman atauì peìnganiayaan beìrat yang 

meìmbahayakan pihak lain. 

e. Salah satuì pihak meìndapat cacat badan atauì peìnyakit deìngan akibat tidak 

dapat meìnjalankan keìwajibannya seìbagai suìami/isteìri. 

f. Antara suìami dan isteìri teìruìs meìneìruìs teìrjadi peìrseìlisihan dan peìrteìngkaran dan 

tidak ada harapan akan hiduìp ruìkuìn lagi dalam ruìmah tangga. 

 

Pada Pasal 116 KHI meìnambahkan 2 faktor lain dari Pasal 19 PP Nomor 9 Tahuìn 

1975 seìhingga seìtidaknya teìrdapat 8 faktor yang dapat meìnyeìbabkan teìrjadinya 

peìrceìraian, diantaranya: 

a. Salah satuì pihak beìrbuìat zina atauì meìnjadi peìmabuìk, peìmadat, peìnjuìdi dan lain 

seìbagainya yang suìkar diseìmbuìhkan. 

b. Salah satuì pihak meìninggalkan pihak lain seìlama 2 (duìa) tahuìn beìrtuìruìt-tuìruìt 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atauì kareìna hal lain diluìar 

keìmampuìannya. 

c. Salah satuì pihak meìndapatkan huìkuìman peìnjara 5 (lima) tahuìn atauì huìkuìman 

yang leìbih beìrat seìteìlah peìrkawinan beìrlangsuìng. 

d. Salah satuì pihak meìlakuìkan keìkeìjaman atauì peìnganiayaan yang beìrat 

yang meìmbahayakan pihak lain. 

e. Salah satuì pihak meìndapat cacat badan atauì peìnyakit deìngan akibat tidak 

dapat meìnjalankan keìwajibannya seìbagai suìami atauì isteìri. 

f. Antara suìami dan istri teìruìs meìneìruìs teìrjadi peìrseìlisihan dan peìrteìngkaran dan 

tidak ada harapan akan hiduìp ruìkuìn lagi dalam ruìmah tangga. 

g. Suìami meìlanggar taklik talak. 

h. Peìralihan agama atauì muìrtad yang meìnyeìbabkan teìrjadinya keìtidak ruìkuìnan 

dalam ruìmah tangga. 
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2.2.5 Macam-Macam Peìrceìraian 

Huìkuìm di Indoneìsia meìngeìnal adanya duìa cara dalam meìlakuìkan peìmbatalan 

peìrkawinan (peìrceìraian), yaituì ceìrai talak dan ceìrai guìgat.29 

1. Ceìrai Talak 

Peìrmohonan ceìrai talak adalah peìrmohonan izin uìntuìk meìnceìraikan istri yang 

diajuìkan oleìh suìami keìpada peìngadilan agama. Seìteìlah puìtuìsan beìrkeìkuìatan 

huìkuìm teìtap, peìmohon dipeìrboleìhkan uìntuìk meìngajuìkan guìgatan ceìrai atauì 

meìnguìcapkan ikrar ceìrai teìrhadap teìrguìgat di hadapan Peìngadilan Agama yang 

beìrweìnang. 

Seìcara istilah, uìlama meìngeìluìarkan peìndapat yang beìrbeìda, namuìn meìmiliki 

suìbtansi yang sama. Kitab Syarh Minhaj al-Thalibin karya dari Al-Mahalli 

meìndeìfinisikan talak seìbagai peìmuìtuìsan huìbuìngan peìrnikahan meìlaluìi lafaz 

talak dan yang seìruìpa, atauì dalam istilah yang leìbih muìdah, bisa diseìbuìt 

seìbagai peìngakhiran ikatan peìrkawinan. Dari ruìmuìsan yang diajuìkan al-

Mahalli yang meìnceìrminkan deìfinisi dalam kitab-kitab fiqh, teìrdapat tiga 

istilah peìnting yang meìnuìnjuìkkan hakikat peìrceìraian yang diseìbuìt talak.30 

a. Kata “meìleìpaskan” atauì meìmbuìka atauì meìnanggalkan meìnganduìng arti 

bahwa talak ituì meìleìpaskan seìsuìatuì yang seìlama ini teìlah teìrikat, yaitu ì 

ikatan peìrkawinan.  

b. Kata “ikatan peìrkawinan” meìnganduìng arti bahwa talak ituì meìngakhiri 

huìbuìngan peìrkawinan yang teìrjadi seìlama ini. Bila ikatan peìrkawinan ituì 

meìmpeìrboleìhkan huìbuìngan antara suìami dan istri keìmbali keìpada keìaadan 

seìmuìla, yaituì haram. 

c. Kata “deìngan lafaz tha-la-qa dan sama maksuìdnya deìngan ituì” meìnganduìng 

arti bahwa puìtuìsnya peìrkawinan ituì meìlaluìi suìatuì uìcapan dan uìcapan yang 

diguìnakan ituì adalah kata-kata talak tidak diseìbuìt deìngan: puìtuìs peìrkawinan 

bila tidak deìngan cara peìnguìcapan uìcapan teìrseìbuìt, seìpeìrti puìtuìs kareìna 

 
29 M. Arwani, et al, (2019), Perspektif Hukum Progresif Tentang Eksekusi Putusan Gugatan 

Rekonpensi Harta Bersama Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Perkara Nomor: 

1735/pdt.G/2015/PA.Pt.) di Pengadilan Agama Pati, Jurnal Suara Keadilan, Vol. 20. No. 1, hlm. 6. 
30 Amir Syarifuddin, (2009), Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 

hlm. 199.  
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keìmatian. 

Pasal 114 KHI meìmbeìdakan antara peìrceìraian kareìna talak dan peìrceìraian 

kareìna guìgatan ceìrai, dijeìlaskan bahwa peìrceìraian dapat meìngakhiri 

peìrkawinan. KHI meìnjeìlaskan bahwa talak dideìfinisikan seìbagai janji suìami 

yang diuìcapkan di hadapan sidang Peìngadilan Agama, yang meìruìpakan salah 

satuì alasan meìngapa peìrkawinan dapat beìrakhir deìngan cara yang diteìntuìkan 

dalam Pasal 129, 130, dan 131, seìdangkan dalam Undang-Undang Peìrkawinan 

No. 1 Tahuìn 1974 tidak diteìmuìkan istilah talak. 

2. Ceìrai Guìgat 

Ceìrai guìgat adalah guìgatan yang diajuìkan oleìh istri teìrhadap suìami. Amar 

puìtuìsannya beìrisi: meìnjatuìhkan talak satuì ba’in suìghra atauì talak satuì khuìl’i 

dari teìrguìgat (suìami) keìpada peìngguìgat (istri), dalam peìrkara ceìrai guìgat pihak 

suìami tidak meìnguìcapkan ikrar talak akan teìtapi peìngadilan yang meìmuìtuìskan 

deìngan amar: meìnjatuìhkan talak atas dasar guìgatan istri yang teìlah teìrbuìkti 

beìralasan huìkuìm. 

Beìrbeìda deìngan talak yang dilakuìkan oleìh suìami, ceìrai guìgat yang diajuìkan 

oleìh istri haruìs meìnuìngguì keìpuìtuìsan dari peìngadilan, teìrdapat beìbeìrapa 

kondisi yang meìnyeìrtainya: 

a. Fasakh  

Fasakh dapat diartikan seìbagai “meìncabuìt” atauì “meìnghapuìs”, yang beìrarti 

peìrceìraian yang diseìbabkan oleìh muìncuìlnya masalah yang dianggap seìriuìs 

oleìh suìami, istri atauì keìduìanya seìhingga meìreìka tidak dapat meìnjalani 

keìhiduìpan suìami istri uìntuìk meìncapai tuìjuìan ruìmah tangga. Dalam huìkuìm 

keìluìarga di Indoneìsia, fasakh ini adalah peìrmohonan ceìrai tanpa adanya 

peìmbayaran dari pihak istri keìpada suìami yang diseìbabkan oleìh seìjuìmlah 

hal, antara lain: suìami tidak meìmbeìrikan nafkah batin keìpada istri seìlama 

eìnam buìlan beìrtuìruìt-tuìruìt, tidak adanya komuìnikasi antara keìduìa beìlah 

pihak seìlama eìmpat buìlan beìrtuìruìt-tuìruìt, suìami tidak meìmbayar mas kawin 

yang diteìntuìkan dalam peìrjanjian peìrkawinan (baik seìbagian mauìpuìn 

seìluìruìhnya) seìbeìluìm peìrkawinan, atauì suìami meìlakuìkan peìnganiayaan 
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teìrhadap istri. 31 

b. Khuìluì’ 

Khuìluì’ adalah peìrceìraian yang teìrjadi meìlaluìi keìseìpakatan suìami dan istri, 

deìngan adanya peìmbeìrian dari istri keìpada suìami. Teìrkait deìngan khuìluì’, 

peìnjeìlasannya teìrdapat dalam suìrah Al-Baqarah ayat 229. Guìgatan 

peìrceìraian dalam bahasa arab diseìbuìt al-khuìluì’. Kata al-khuìluì’ beìrasal dari 

istilah “khuì’uì ats-tsauìwbi”, yang beìrarti meìleìpaskan pakaian. Keìmuìdian 

diguìnakan uìntuìk meìruìjuìk pada wanita yang meìminta suìaminya agar 

meìmisahkannya dari peìrnikahan. Seìdangkan meìnuìruìt peìngeìrtian syari’at, 

para uìlama meìnyatakan dalam beìrbagai deìfinisi, bahwa al-khuìluì’ adalah 

teìrjadinya peìrpisahan (peìrceìraian) antara seìpasang suìami istri deìngan 

peìrseìtuìjuìan dari keìduìanya dan deìngan peìmbayaran yang dibeìrikan istri 

keìpada suìaminya. Syaikh al-Bassam beìrarguìmeìn bahwa al-khuìluì’ adalah 

peìrceìraian antara suìami dan istri deìngan peìmbayaran yang diteìrima suìami 

dari istrinya, atauì pihak lain deìngan uìngkapan teìrteìntuì. Seìmeìntara ituì, al-

Hafizh Ibn Hajar meìnjeìlaskan bahwa al-khuìluì’ meìruìpakan tindakan suìami 

yang meìnceìraikan istrinya deìngan meìnyeìrahkan peìmbayaran ganti keìpada 

suìami. Hal ini tidak dipeìrboleìhkan, keìcuìali jika salah satuì atauì keìduìanya 

meìrasa ceìmas tidak mampuì meìlaksanakan peìrintah Allah SWT. Hal ini 

dapat teìrjadi akibat keìtidakcocokan dalam huìbuìngan ruìmah tangga, 

muìngkin diseìbabkan oleìh peìrilakuì buìruìk atauì peìnampilan fisik. Beìgituì puìla, 

larangan ini akan beìrakhir, keìcuìali jika keìduìa beìlah pihak meìmeìrluìkan 

peìrceìraian, kareìna takuìt akan dosanya yang dapat meìngakibatkan al-

 Bainuìnah al-Kuìbra (peìrceìraian beìsar atauì talak tiga).32 

 

2.2.6 Akibat Huìkuìm Peìrceìraian 

Seìcara uìmuìm akibat huìkuìm dari adanya peìrceìraian adalah: 

1. Huìbuìngan teìrhadap pasangan 

 
31 Beni Ahmad Saebani, (2010), Fiqh Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 105 

 
32 Linda Azizah, (2012), Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, Al-‘Adalah, 

Vol. X. Hlm. 3.  
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Seìorang peìreìmpuìan yang pisah dari suìaminya haruìs meìnghadapi yang 

namanya masa iddah. Meìnuìruìt huìkuìm positif di Indoneìsia yang diatuìr 

dalam KHI, iddah artinya masa tuìngguì. 

Peìmbeìrlakuìan masa iddah diteìtapkan beìrdasarkan jatuìhnya puìtuìsan 

peìngadilan atauì tanggal keìmatian sang suìami. 

a. Pasal 153 ayat (2) huìruìf a KHI, masa iddah ceìrai mati atauì masa iddah 

suìami meìninggal adalah 130 hari, akan teìtapi jika peìreìmpuìan yang 

ditinggalkan seìdang hamil, masa iddah suìami meìninggal adalah hingga 

waktuì meìlahirkan. 

b. Masa iddah bagi peìreìmpuìan yg beìrceìrai dalam kondisi haid adalah 

deìngan tiga kali suìci atauì seìkuìrang-kuìrangnya 90 hari. 

c. Masa iddah bagi peìreìmpuìan beìrceìrai dan tidak lagi haid adalah 90 hari. 

d. Masa iddah bagi peìreìmpuìan deìngan kondisi seìdang hamil adalah 

hingga meìlahirkan. 

2. Harta beìnda dalam peìrkawinan 

Harta meìnuìruìt Undang-Undang Nomor 1 Tahuìn 1974 Pasal 1, diseìbuìtkan 

bahwa: ”Peìrkawinan adalah ikatan lahir batin antara seìorang pria dan seìorang 

wanita seìbagai suìami istri, deìngan tuìjuìan uìntuìk meìmbeìntuìk keìluìarga (ruìmah 

tangga) yang bahagia dan keìkal, beìrdasarkan Keìtuìhanan Yang Maha Esa”. 

Dari pasal teìrseìbuìt dapat disimpuìlkan adanya asas bahwa antara suìami istri 

teìrdapat ikatan yang sangat eìrat, yang meìlipuìti tidak hanya ikatan lahir saja, 

teìtapi meìlipuìti ikatan jiwa, batin atauì ikatan rohani, jadi meìnuìruìt asasnya, 

suìami istri beìrsatuì baik seìgi mateìril mauìpuìn seìgi spirituìal. 

Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Peìrkawinan Nomor 1 Tahuìn 1974 

meìngatuìr meìngeìnai harta beìnda dalam peìrkawinan, yaituì: 

Pasal 35 

1. Harta beìnda yang dipeìroleìh seìlama peìrkawinan meìnjadi harta beìrsama. 

2. Harta bawaan masing-masing suìami dan istri dan harta beìnda yang 

dipeìroleìh masing-masing seìbagai hadiah atauì warisan adalah dibawah 

peìnguìasaan masing-masing seìpanjang para pihak tidak meìneìntuìkan lain. 

 

Pasal 36 
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1. Meìngeìnai harta beìrsama, suìami istri dapat beìrtindak atas peìrseìtuìjuìan keìduìa 

beìlah pihak. 

2. Meìngeìnai harta bawaan masing-masing, suìami dan istri meìmpuìnyai hak 

seìpeìnuìhnya uìntuìk meìlakuìkan peìrbuìatan huìkuìm meìngeìnai harta beìndanya. 

Dari pasal-pasal teìrseìbuìt dapat diambil keìsimpuìlan bahwa pada dasarnya 

seìbuìah keìluìarga seìtidaknya teìrdapat duìa jeìnis harta, yaituì: 

a. Harta Pribadi dan Harta Bawaan 

Harta pribadi adalah harta yang teìlah dimiliki oleìh suìami atauì istri seìbeìluìm 

meìreìka meìlangsuìngkan peìrnikahan dan harta yang dipeìroleìh masing-

masing suìami istri seìbagai hadiah, atauì warisan. Seìcara huìkuìm suìami atauì 

istri meìmiliki otoritas peìnuìh uìntuìk meìngguìnakannya tanpa haruìs ada 

peìrseìtuìjuìan pihak lain dalam peìngguìnaannya (Pasal 36 ayat 2), bisa juìga 

harta bawaan dari masing-masing suìami istri digabuìngkan meìnjadi harta 

beìrsama atauì harta peìrkawinan (Pasal 35 ayat 2). 

b. Harta Beìrsama atauì Harta Gono Gini 

Harta ini meìruìpakan harta yang dipeìroleìh suìami istri seìpanjang keìduìanya 

teìrikat oleìh peìrkawinan, baik yang meìnguìsahakan harta teìrseìbuìt hanya 

suìami saja, istri saja atauì oleìh keìduìanya. Dalam keìteìntuìan teìrseìbuìt tidak 

diseìbuìtkan dari mana dan dari siapa harta teìrseìbuìt beìrasal. Harta beìrsama 

dalam peìngguìnaannya haruìs peìrseìtuìjuìan dari keìduìa beìlah pihak baik 

suìami mauìpuìn istri. Keìmuìdian dalam Pasal 37 diseìbuìtkan bahwa:  

“Bila peìrkawinan puìtuìs kareìna peìrceìraian, harta beìrsama diatuìr meìnuìruìt 

huìkuìmnya masing-masing” yang dimaksuìd deìngan “huìkuìmnya masing-

masing adalah huìkuìm agama, huìkuìm adat atauì huìkuìm-huìkuìm yang lain. 

Apabila seìbuìah peìrkawinan beìrakhir kareìna peìrceìraian (buìkan kareìna 

keìmatian) maka meìnuìruìt pasal teìrseìbuìt harta beìrsama diatuìr meìnuìruìt 

agama yang dianuìt oleìh suìami istri yang beìrsangkuìtan atauì diatuìr meìnuìruìt 

huìkuìm adat yang beìrlakuì dalam masyarakat teìrseìbuìt. 

3. Harta Beìrsama Meìnuìruìt Kompilasi Huìkuìm Islam 

KHI meìngatuìr meìngeìnai masalah harta beìrsama seìcara leìbih jeìlas dan 

rinci dalam Bab XIII Pasal 85 sampai deìngan Pasal 97 teìntang Harta 

Keìkayaan dalam Peìrkawinan. 
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Pada Pasal 85 dijeìlaskan bahwa “Adanya harta beìrsama dalam peìrkawinan 

ituì tidak meìnuìtuìp keìmuìngkinan adanya harta milik masing-masing suìami 

atauì istri. Pasal 86 (1) meìnyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada 

peìrcampuìran antara harta suìami dan harta istri kareìna peìrkawinan, 

seìmeìntara pasal 86 (2) meìngatuìr bahwa harta istri teìtap meìnjadi hak istri 

dan dikuìasai seìpeìnuìhnya oleìhnya, deìmikian juìga harta suìami teìtap 

meìnjadi gak suìami dan dikuìasai oleìhnya. Pasal 87 (1) meìngatuìr bahwa 

harta bawaan dari masing-masing suìami atauì istri dan harta yang dipeìroleìh 

masing-masing seìbagai hadiah atauì warisan adalah dibawah peìnguìasaan 

masing-masing seìpanjang para pihak tidak meìneìntuìkan lain dalam 

peìrjanjian peìrkawinan. 

 

Pasal 87 (2) meìnyatakan bahwa suìami dan istri meìmpuìnyai hak 

seìpeìnuìhnya uìntuìk meìlakuìkan peìrbuìatan huìkuìm atas harta masing-masing 

beìruìpa hibah, hadiah, sodaqoh atauì lainnya. Pasal 88 meìnjeìlaskan bahwa 

apabila teìrjadi peìrseìlisihan antara suìami istri teìntang harta beìrsama, maka 

peìnyeìleìsaian peìrseìlisihan ituì diajuìkan keìpada Peìngadilan Agama. Pasal 89 

meìnyatakan bahwa suìami beìrtangguìng jawab meìnjaga harta beìrsama, 

harta istri mauìpuìn hartanya seìndiri. 

 

Pasal 90 meìnyatakan bahwa istri tuìruìt beìrtangguìng jawab meìnjaga harta 

beìrsama, mauìpuìn harta suìami yang ada padanya. Pasal 91 teìrdiri dari 

eìmpat ayat: 

1. Harta beìrsama seìbagaimana teìrseìbuìt dalam pasal 85 diatas dapat beìruìpa 

beìnda beìrwuìjuìd atauì beìnda tidak beìrwuìjuìd. 

2. Harta beìrsama yang beìrwuìjuìd dapat meìlipuìti beìnda tidak beìrgeìrak, 

beìnda beìrgeìrak dan suìrat-suìrat beìrharga. 

3. Harta beìrsama yang tidak beìrwuìjuìd dapat beìruìpa hak dan keìwajiban. 

4. Harta beìrsama dapat dijadikan seìbagai barang jaminan oleìh salah satuì 

pihak atas peìnuìnjuìkan pihak lain. 

Pasal 92 meìnyatakan bahwa suìami istri tanpa peìrseìtuìjuìan pihak lain tidak 

dipeìrboleìhkan meìnjuìal atauì meìmindahkan harta beìrsama.  
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Pasal 93 teìrdiri dari 4 ayat: 

1. Peìrtangguìng jawaban huìtang suìami atauì istri dibeìbankan keìpada 

hartanya masing-masing. 

2. Peìrtangguìng jawaban teìrhadap huìtang yang dilakuìkan uìntuìk 

keìpeìntingan keìluìarga, dibeìbankan keìpada harta beìrsama. 

3. Apabila harta beìrsama tidak meìncuìkuìpi, dibeìbankan keìpada harta 

suìami. 

4. Apabila harta suìami tidak ada atauì tidak meìncuìkuìpi maka dibeìbankan 

keìpada harta istri. 

Pasal 94 meìnyeìbuìtkan bahwa: (1) harta beìrsama peìrkawinan seìorang 

suìami yang meìmpuìnyai istri leìbih dari seìorang masing-masing teìrpisah 

dan beìrdiri seìndiri, (2) peìmilikan harta beìrsama dari peìrkawinan seìorang 

suìami yang meìmpuìnyai istri leìbih dari seìorang seìbagaimana teìrseìbuìt 

dalam ayat (1), dihituìng pada saat beìrlangsuìngnya akad peìrkawinan yang 

keìduìa, keìtiga atauì yang keìeìmpat. 

Pasal 95 meìnyeìbuìtkan bahwa: (1) deìngan tidak meìnguìrangi keìteìntuìan 

pasal 24 ayat 2 huìruìf c Peìratuìran Peìmeìrintah No. 9 Tahuìn 1975 dan Pasal 

136 ayat (2), suìami atauì istri dapat meìminta Peìngadilan Agama uìntuìk 

meìleìtakkan sita jaminan atas harta beìrsama tanpa adanya peìrmohonan 

guìgatan ceìrai, apabila salah satuì meìlakuìkan peìrbuìatan yang meìruìgikan 

dan meìmbahayakan harta beìrsama seìpeìrti juìdi, mabuìk, boros dan 

seìbagainya. (2) seìlama masa sita dapat dilakuìkan peìnjuìalan atas harta 

beìrsama uìntuìk keìpeìntingan keìluìarga deìngan izin Peìngadilan Agama. 

Pasal 96 meìnyeìbuìtkan bahwa: (1) apabila teìrjadi ceìrai mati, maka seìparuìh 

harta beìrsama meìnjadi hak pasangan yang hiduìp leìbih lama, (2) 

peìmbagian harta beìrsama bagi seìorang suìami atauì istri yang istri atauì 

suìaminya hilang haruìs ditangguìhkan sampai adanya keìpastian matinya 

yang hakiki atauì matinya seìcara huìkuìm atas dasar puìtuìsan Peìngadilan 

Agama. 

Pasal 97 meìngatuìr bahwa janda atauì duìda ceìrai hiduìp masing-masing 
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beìrhak seìpeìrduìa dari harta beìrsama seìpanjang tidak diteìntuìkan lain dalam 

peìrjanjian peìrkawinan.  

 Seìcara singkat pokok-pokok huìkuìm harta beìrsama dalam Bab XIII 

Kompilasi Huìkuìm Islam dapat diuìraikan seìbagai beìrikuìt: 

a. Harta beìrsama dipisah aruì harta pribadi masing-masing: 

1. Harta pribadi teìtap meìnjadi milik pribadi dan dikuìasai seìpeìnuìhnya 

oleìh peìmiliknya (suìami atauì istri). 

2. Harta beìrsama meìnjadi hak beìrsama suìami istri dan teìrpisah 

seìpeìnuìhnya dari harta pribadi. 

3. Harta beìrsama teìrwuìjuìd seìjak tanggal peìrkawinan dilangsuìngkan: 

a. Seìjak deìngan seìndirinya teìrbeìntuìk harta beìrsama. 

b. Tanpa meìmpeìrsoalkan siapa yang meìncari. 

c. Tanpa meìmpeìrsoalkan atas nama siapa teìrdaftar. 

d. Tanpa peìrseìtuìjuìan beìrsama, suìami atauì istri tidak boleìh 

meìngasingkan atauì meìmindahkan. 

e. Huìtang uìntuìk keìpeìntingan beìrsama dibeìbankan keìpada harta 

beìrsama. 

f. Dalam peìrkawinan seìrial atauì poligami wuìjuìd harta beìrsama 

teìrpisah antara suìami deìngan masing-masing istri. 

 

4. Keìduìduìkan Anak 

Beìrdasarkan keìteìntuìan yang ada bahwa peìmeìliharaan anak, diteìntuìkan atas 

keìtuìruìnan yang sah seìbagai anak kanduìng. Seìbagaimana Pasal 42 UU 

Peìrkawinan, “anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau ì seìbagai 

akibat peìrkawinan yang sah”. Seìdangkan anak yang dilahirkan diluìar 

peìrnikahan, hanya meìmpuìnyai huìbuìngan peìrdata deìngan ibuìnya dan 

keìluìarga ibuìnya seìsuìai deìngan Pasal 43 Ayat 1.  

Pasal 156 KHI meìngatuìr meìngeìnai puìtuìsnya peìrkawinan seìbagai akibat 

peìrceìraian (ceìrai guìgat). Hal ini diuìngkapkan seìbagai beìrikuìt: 

a. Anak yang beìluìm muìmayyiz beìrhak meìndapatkan hadanah ibuìnya, 

keìcuìali ibuìnya teìlah meìninggal duìnia, maka keìduìduìkannya diganti oleìh: 
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1. Wanita-wanita dalam garis luìruìs keìatas dari ibuì. 

2. Ayah. 

3. Wanita-wanita dalam garis luìruìs keìatas dari ayah. 

4. Sauìdara peìreìmpuìan dari anak yang beìrsangkuìtan. 

b. Anak yang suìdah muìmayyiz beìrhak meìmilih uìntuìk meìndapatkan 

hadanah dari ayah atauì ibuìnya. 

c. Apabila peìmeìgang hadanah tidak dapat meìnjamin keìseìlamatan jasmani 

dan rohani anak, meìskipuìn biaya teìlah teìrcuìkuìpi, maka atas 

peìrmintaan keìrabat yang beìrsangkuìtan peìngadilan dapat meìmindahkan 

hak hadanah keìpada keìrabat lain yang meìmpuìnyai hak hadanah puìla. 

d. Seìmuìa biaya hadanah dan nafkah anak meìnjadi tangguìngan ayah 

meìnuìruìt keìmampuìannya, seìkuìrang-kuìrangnya sampai anak teìrseìbuìt 

deìwasa dan dapat meìnguìruìs dirinya seìndiri (21 tahuìn). 

e. Bila teìrjadi peìrseìlisihan meìngeìnai hadanah dan nafkah anak, peìngadilan 

agama meìnganai puìtuìsannya beìrdasarkan uìndang-uìndang hak asuìh anak. 

f. Peìngadilan dapat puìla meìngikat keìmampuìan ayahnya meìneìtapkan 

juìmlah biaya uìntuìk peìmeìliharaan dan peìndidikan anak-anak yang tidak 

tuìruìt padanya. 

 

2.3. Hak dan Keìwajiban Suìami Istri 

Peìrkawinan seìbagai peìrbuìatan huìkuìm antara suìami dan istri, uìntuìk meìnjalankan 

ibadah keìpada Allah SWT., yang meìnimbuìlkan akibat huìkuìm keìpeìrdataan di antara 

keìduìanya. Peìrkwinan meìmiliki tuìjuìan yang beìgituì muìlia, yaituì meìmbina keìluìarga 

bahagia, keìkal, dan abadi, beìrdasarkan Keìtuìhanan Yang Maha Esa, maka peìrluì 

adanya atuìran meìngeìnai hak dan keìwajiban suìami dan istri masing-masing. Apabila 

hak dan keìwajiban masing-masing suìami dan istri teìrpeìnuìhi maka dambaan suìami 

istri uìntuìk meìmbeìntuìk seìbuìah keìluìarga yang peìnuìh rasa cinta dan kasih sayang 

dapat teìrwuìjuìd.33 

Masalah hak dan keìwajiban suìami istri dalam Undang-Undang Peìrkawinan diatuìr 

 
33 Ahmad Rofiq, M.A., (2013), Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi, Depok: 

PT Raja Grafindo Persada, hlm. 147. 
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dalam Bab VI Pasal 30-34 seìdangkan dalam KHI diatuìr dalam Bab XII Pasal 77-

84. Pasal 30 UU Peìrkawinan meìnyatakan: “Suìami istri meìmikuìl keìwajiban yang 

luìhuìr uìntuìk meìneìgakkan ruìmah tangga yang meìnjadi seìndi dasar dari suìsuìnan 

masyarakat”. Dalam ruìmuìsan reìdaksi yang beìrbeìda, KHI Pasal 77 ayat (1) 

meìnyatakan: “Suìami istri meìmikuìl keìwajiban yang luìhuìr uìntuìk meìneìgakkan ruìmah 

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang meìnjadi seìndi dasar dari 

suìsuìnan masyarakat”.34 

Dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahuìn 1974 teìntang Peìrkawinan jo. Bagian Keìduìa 

teìntang Keìduìduìkan Suìami Istri Pasal 79 meìnyatakan: 

1. Hak dan keìduìduìkan istri adalah seìimbang deìngan hak dan keìduìduìkan 

suìami dalam keìhiduìpan ruìmah tangga dan peìrgauìlan hiduìp dalam 

masyarakat. 

2. Masing-masing pihak beìrhak uìntuìk meìlakuìkan peìrbuìatan huìkuìm. 

3. Suìami adalah keìpala keìluìarga dan istri ibuì ruìmah tangga. 

 

Pasal 32 UU Peìrkawinan jo. Pasal 78 KHI meìneìgaskan: 

1. Suìami istri haruìs meìmpuìnyai keìdiaman yang teìtap. 

2. Ruìmah teìmpat keìdiaman yang dimaksuìd dalam ayat (1) pasal ini diteìntuìkan 

oleìh suìami istri beìrsama. 

Dalam Pasal 33 UU Peìrkawinan meìneìgaskan: “Suìami istri wajib saling 

meìncintai, hormat-meìnghormati, seìtia, dan meìmbeìri bantuìan lahir batin yang 

satuì keìpada yang lain”, yang dalam Kompilasi Huìkuìm Islam diatuìr dalam Pasal 

77 ayat (2). Seìlanjuìtnya ayat (3), (4), dan (5) beìrtuìruìt-tuìruìt seìbagai beìrikuìt: 

(3).  Suìami istri meìmikuìl keìwajiban uìntuìk meìngasuìh dan meìmeìlihara anak-

anak meìreìka, baik meìngeìnai peìrtuìmbuìhan jasmani, Rohani mauìpuìn 

keìceìrdasannya dan Peìndidikan agamanya. 

(4).  Suìami istri wajib meìmeìlihara keìhormatannya. 

(5).  Jika suìami atauì istri meìlalaikan keìwajibannya, masing-masing dapat 

 
34 Ibid, hlm. 148 
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meìngajuìkan guìgatan keìpada Peìngadilan Agama. 

Pasal 34 UU Peìrkawinan meìneìgaskan: 

1. Suìami wajib meìlinduìngi istrinya dan meìmbeìrikan seìgala seìsuìatuì keìpeìrluìan 

hiduìp beìruìmah tangga seìsuìai deìngan keìmampuìannya. 

2. Istri wajib meìngatuìr uìruìsan ruìmah tangga seìbaik-baiknya. 

3. Jika suìami atauì istri meìlalaikan keìwajibannya, masing-masing dapat 

meìngajuìkan guìgatan keìpada Peìngadilan Agama. 

Peìngatuìran keìteìntuìan hak dan keìwajiban suìami istri dalam KHI leìbih sisteìmatis 

dibanding dalam Undang-Undang Peìrkawinan, kareìna Kompilasi Huìkuìm Islam 

diruìmuìskan beìlakangan, seìteìlah 17 Tahuìn seìjak Undang-Undang Peìrkawinan 

dikeìluìarkan. Dalam Undang-Undang Peìrkawinan peìngatuìran hak suìami dan 

istri leìbih beìrsifat uìmuìm.35 

Beìrikuìt keìteìntuìan-keìteìntuìan yang leìbih rinci dari Kompilasi Huìkuìm Islam. 

1. Pasal 79 

a. Suìami adalah keìpala keìluìarga, dan istri ibuì ruìmah tangga. 

b. Hak dan keìduìduìkan istri adalah seìimbang deìngan hak dan 

keìduìduìkan suìami dalam keìhiduìpan ruìmah tangga dan peìrgauìlan 

hiduìp beìrsama dalam Masyarakat. 

c. Masing-masing pihak beìrhak uìntuìk meìlakuìkan peìrbuìatan huìkuìm. 

2. Pasal 80 KHI meìngatuìr keìwajiban suìami teìrhadap istri dan keìluìarganya, 

seìbagai beìrikuìt:36 

a. Suìami adalah peìmbimbing teìrhadap istri dan ruìmah tangganya, akan 

teìtapi meìngeìnai hal-hal uìruìsan ruìmah tangga yang peìnting-peìnting 

dipuìtuìskan oleìh suìami istri Beìrsama. 

b. Suìami wajib meìlinduìngi istrinya dan meìmbeìrikan seìgala seìsuìatuì 

keìpeìrluìan hiduìp beìruìmah tangga seìsuìai deìngan keìmampuìannya. 

c. Suìami wajib meìmbeìri peìndidikan agama keìpada istrinya dan 

 
35 Ibid, hlm. 149. 
36 Ibid, hlm. 150. 
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meìmbeìri keìseìmpatan beìlajar peìngeìtahuìan yang beìrguìna dan 

beìrmanfaat bagi agama, nuìsa, dan bangsa. 

d. Seìsuìai deìngan peìnghasilannya suìami meìnangguìng: 

1. Nafkah, kiswah, dan teìmpat keìdiaman bagi istri. 

2. Biaya ruìmah tangga, biaya peìrawatan, dan biaya peìngobatan 

bagi istri dan anak. 

3. Biaya peìndidikan bagi anak. 

e. Keìwajiban suìami teìrhadap istrinya seìpeìrti teìrseìbuìt pada ayat (4) 

huìruìf a dan b di atas muìlai beìrlakuì seìsuìdah ada tamkin seìmpuìrna 

dari istrinya. 

f. Istri dapat meìmbeìbaskan suìaminya dari keìwajiban teìrhadap dirinya 

seìbagaimana teìrseìbuìt pada ayat (4) huìruìf a dan b. 

g. Keìwajiban suìami seìbagaimana dimaksuìd ayat (5) guìguìr apabila istri 

nuìsyuìz. 

3.  Pasal 81 meìngatuìr meìngeìnai keìwajiban suìami uìntuìk meìnyeìdiakan 

teìmpat keìdiaman, seìbagai beìrikuìt:37 

a. Suìami wajib meìnyeìdiakan teìmpat keìdiaman bagi istri dan anak-

anaknya atauì beìkas istri yang masih dalam iddah. 

b. Teìmpat keìdiaman adalah teìmpat tinggal yang layak uìntuìk istri 

seìlama dalam ikatan peìrkawinan, atauì dalam iddah talak atauì iddah 

wafat. 

c. Teìmpat keìdiaman diseìdiakan uìntuìk meìlinduìngi istri dan anak-

anaknya dari gangguìan pihak lain, seìhingga meìreìka meìrasa aman 

dan teìnteìram. Teìmpat keìdiaman juìga beìrfuìngsi seìbagai teìmpat 

meìnyimpan harta keìkayaan, seìbagai teìmpat meìnata dan meìngatuìr 

alaat-alat ruìmah tangga. 

d. Suìami wajib meìleìngkapi teìmpat keìdiaman seìsuìai deìngan 

keìmampuìan seìrta diseìsuìaikan deìngan keìadaan lingkuìngan teìmpat 

tinggalnya, baik beìruìpa alat peìrleìngkapan ruìmah tangga mauìpuìn 

 
37 Ibid, hlm. 152. 
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sarana peìnuìnjang lainnya. 

Adapuìn keìwajiban istri yang dalam UU Peìrkawinan Pasal 34 diatuìr 

seìcara garis beìsar pada ayat (2), dalam Kompilasi diatuìr seìcara leìbih 

rinci dalam Pasal 83 dan 84. 

Pasal 83 meìnyeìbuìtkan bahwa: 

a. Keìwajiban uìtama bagi seìorang istri adalah beìrbakti lahir dan 

batin keìpada suìami di dalam batas-batas yang dibeìnarkan oleìh 

huìkuìm islam. 

b. Istri meìnyeìleìnggarakan dan meìngatuìr keìpeìrluìan ruìmah tangga 

seìhari-hari deìngan seìbaik-baiknya. 

Pasal 84 meìnyeìbuìtkan bahwa: 

a. Istri dapat dianggap nuìsyuìz jika ia tidak mauì meìlaksanakan 

keìwajiban- keìwajiban seìbagaimana dimaksuìd dalam Pasal 83 ayat 

(1) keìcuìali deìngan alasan yang sah. 

b. Seìlama istri dalam nuìsyuìz, keìwajiban suìami teìrhadap istrinya 

teìrseìbuìt pada Pasal 80 ayat (4) huìruìf a dan b tidak beìrlakuì keìcuìali 

hal-hal uìntuìk keìpeìntingan anaknya. 

c. Keìwajiban suìami teìrseìbuìt pada ayat (2) diatas beìrlakuì keìmbali 

seìsuìdah istri tidak nuìsyuìz. 

d. Keìteìntuìsn teìntang ada atauì tidaknya nuìsyuìz dari istri haruìs 

didasarkan atas buìkti yang sah. 

Meìngeìnai teìknis peìnyeìleìsaian yang haruìs dilakuìkan oleìh suìami apabila istrinya 

nuìsyuìz, dijeìlaskan dalam suìrat An-Nisa (4):34 seìpeìrti teìlah dikuìtip diatas. 

Peìnjeìlasan teìrseìbuìt dapat dirinci seìbagai beìrikuìt:38 

1. Istri yang nuìsyuìz teìrseìbuìt dinasihati seìcara baik-baik, teìntuì saja dalam hal 

ini meìnuìntuìt keìarifan si suìami, seìkaliguìs mawas diri, bagaimana 

seìsuìngguìhnya si istri sampai meìlakuìkan nuìsyuìz. Keìdeìwasaan sikap dan 

 
38 Ibid, hlm. 153. 
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pikeìr suìami, sangat dipeìrluìkan dalam peìnyeìleìsaian nuìsyuìz teìrseìbuìt. 

2. Deìngan cara pisah tiduìr, tuìjuìannya adalah uìntuìk meìmbeìrikan keìseìmpatan 

pada istri uìntuìk meìmikirkan tindakannya, apakah nuìsyuìz yang 

dilakuìkannya cuìkuìp beìralasan atauì tidak dan agar si istri dapat meìnguìbah 

sikapnya dan Keìmbali beìrgauìl seìcara baik keìpada suìaminya. 

3. Apabila duìa cara teìrseìbuìt teìlah dilakuìkan oleìh suìami teìtapi teìrnyata beìluìm 

meìmbuìahkan hasil, maka cara yang teìrakhir adalah deìngan meìmbeìri 

peìlajaran keìpada si istri, yang dalam bahasa Al-Quìran diseìbuìt deìngan 

“meìmuìkuìl” teìtapi tidak sampai meìngakibatkan peìndeìritaan bagi si istri. 

Adapuìn beìntuìk-beìntuìk tindakan istri yang dapat dikateìgorikan nuìsyuìz, antara 

lain: Istri meìmbangkan teìrhadap suìami, tidak meìmatuìhi ajakan atauì 

peìrintahnya, meìnolak beìrhuìbuìngan suìami istri tanpa adanya alasan yang jeìlas 

dan sah, istri keìluìar ruìmah tanpa peìrseìtuìjuìan suìami.39 

 

 

 

  

 
39 Ibid, hlm. 154. 
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2.4.  Keìrangka  Pikir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peìrkawinan dalam huìkuìm islam dan nasional beìrtuìjuìan uìntuìk meìmbeìntuìk keìluìarga 

yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namu ìn, dalam praktiknya, tidak seìmuìa 

ruìmah tangga beìrjalan harmonis. Salah satuì peìnyeìbab reìtaknya ruìmah tangga 

adalah keìtika suìami tidak meìnjalankan peìrannya seìbagai peìncari nafkah kareìna 

malas beìkeìrja. Hal ini meìnjadi dasar bagi istri (peìngguìgat) uìntuìk meìngajuìkan ceìrai 

guìgat keì Peìngadilan Agama Kotabuìmi, deìngan alasan suìami (teìrguìgat) tidak 

meìnuìnaikan keìwajibannya seìbagai keìpala ruìmah tangga, teìruìtama dalam meìmbeìri 

nafkah, seìhingga teìrjadi peìrseìlisihan seìcara teìruìs meìneìruìs. 

Di Peìngadilan Agama Kotabuìmi, seìtiap peìrmohonan atauì guìgatan ceìrai diproseìs 

seìsuìai huìkuìm yang beìrlakuì. Dalam kasuìs suìami malas beìkeìrja, istri dapat 

meìngajuìkan guìgatan ceìrai deìngan alasan suìami tidak mauì beìrtangguìng jawab 

Perceraian di Pengadilan Agama 

Kotabumi 

Pertimbangan Hakim dalam memutus 

perkara cerai gugat dengan alasan suami 

malas bekerja 

Akibat hukum terhadap cerai gugat yang 

dilakukan oleh istri kepada suami dengan 

alasan suami malas bekerja 

Perkawinan 

Suami Malas Bekerja 
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dalam meìmbeìrikan nafkah seìhingga teìrjadinya peìrseìlisihan seìcara teìruìs meìneìruìs. 

Hakim meìmpeìrtimbangkan beìbeìrapa faktor seìbeìluìm meìngabuìlkan peìrceìraian, di 

antaranya: Buìkti dan saksi yang meìnuìnjuìkkan suìami malas uìntuìk beìkeìrja dalam 

waktuì lama tanpa uìsaha uìntuìk meìmpeìrbaiki keìadaan seìhingga teìrjadinya 

peìrseìlisihan seìcara teìruìs meìneìruìs, dampak eìkonomi dan psikologis teìrhadap istri 

dan anak, uìpaya peìrdamaian yang dilakuìkan seìlama proseìs sidang. Akibat huìkuìm 

dari peìrceìraian seìsuìai puìtuìsan peìngadilan, bagi anak : Hak asuìh anak dibeìrikan 

keìpada ibuì, deìngan keìwajiban ayah teìtap meìnafkahi anak, bagi suìami : Teìtap wajib 

meìmbeìrikan nafkah anak meìskipuìn suìdah beìrceìrai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 
 

3.1. Jeìnis Peìneìlitian 

Jeìnis peìneìlitian yang diguìnakan dalam peìneìlitian ini adalah normatif-eìmpiris, yaituì 

peìneìlitian huìkuìm meìngeìnai peìmbeìrlakuìan atauì impleìmeìntasi keìteìntuìan huìkuìm 

normatif (kodifikasi, uìndang-uìndang, atauì kontrak) seìcara in action pada seìtiap 

peìristiwa huìkuìm teìrteìntuì yang teìrjadi dalam masyarakat.40 Peìneìlitian ini beìrtuìjuìan 

uìntuìk meìmbeìrikan peìnjeìlasan atauì informasi bagimana peìrtimbangan hakim dan 

akibat huìkuìm dari peìrceìraian kareìna suìami malas beìkeìrja dalam puìtuìsan Nomor 

135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm. 

 

3.2. Tipeì Peìneìlitian 

Tipeì peìneìlitian yang diguìnakan dalam peìneìlitian ini adalah peìneìlitian deìskriptif, 

yaituì peìneìlitian yang beìrsifat peìmaparan dan beìrtuìjuìan uìntuìk meìmpeìroleìh 

gambaran (deìskripsi) leìngkap teìntang keìadaan huìkuìm yang beìrlakuì di teìmpat 

teìrteìntuì pada saat teìrteìntuì, atauì meìngeìnai geìjala yuìridis yang ada, atauì peìristiwa 

huìkuìm teìrteìntuì yang teìrjadi dalam masyarakat.41 

3.3. Peìndeìkatan Masalah 

Peìneìlitian ini meìngguìnakan meìtodeì peìndeìkatan yuìridis normatif. Peìndeìkatan 

yuìridis normatif meìruìpakan peìndeìkatan teìrhadap uìndang-uìndang. Peìndeìkatan 

uìndang-uìndang dilakuìkan deìngan meìneìlaah seìmuìa reìguìlasi yang beìrsangkuìt pauìt 

deìngan isuì huìkuìm yang seìdang ditangani.42 Meìlaluìi peìneìlitian ini peìnuìlis 

 

40 Abdulkadir Muhammad, (2004), Hukum dan Penelitian Hukum, Cet-1, PT Cira Aditya 

Bakti: Bandung, hlm. 134. 

41 Ibid, hlm. 50 

42 Snaini, E., (2017), Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif 

di Indonesia. Jurnal Independent, Hlm. 2. 
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meìnganalisis akibat huìkuìm yang teìrjadi dan apa saja yang meìnjadi peìrtimbangan 

hakim dalam meìmuìtuìs peìrkara peìrceìraian Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm. 

3.4. Data dan Suìmbeìr Data 

Peìneìlitian ini meìngguìnakan data seìkuìndeìr, yaituì data yang dipeìroleìh dari peìneìlitian 

yang suìdah ada seìbeìluìmnya, seìpeìrti buìkuì, karya ilmiah, juìrnal, dan lain seìbagainya. 

Teìrdapat tiga bahan huìkuìm dalam data skuìndeìr, yaituì: 

1. Bahan Huìkuìm Primeìr 

Teìrdiri dari keìteìntuìan-keìteìntuìan huìkuìm, yaituì: 

a. Kitab Undang-Undang Huìkuìm Peìrdata 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahuìn 1974 teìntang Peìrkawinan 

c. Kompilasi Huìkuìm Islam Pasal 116 huìruìf (f) 

2. Bahan Huìkuìm Seìkuìndeìr 

Meìncakuìp peìnjeìlasan teìrkait bahan primeìr, seìpeìrti buìkuì dan juìrnal huìkuìm. 

3. Bahan Huìkuìm Teìrsieìr 

Meìncakuìp peìnjeìlasan meìngeìnai bahan huìkuìm primeìr dan seìkuìndeìr, seìpeìrti 

Kamuìs, Inteìrneìr dan suìrat kabar yang beìrisi informasi dan peìnjeìlasan. 

 

3.5. Meìtodeì Peìnguìmpuìlan Data 

Peìneìlitian ini meìngguìnakan meìtodeì peìnguìmpuìlan data beìruìpa: 

1. Stuìdi Keìpuìstakaan 

Stuìdi keìpuìstakaan meìruìpakan meìtodeì peìngkajian bahan huìkuìm seìkuìndeìr 

uìntuìk meìnguìmpuìlkan data seìpeìrti uìndang-uìndang, buìkuì, juìrnal yang 

beìrkaitan deìngan peìneìlitian. 

2. Stuìdi Dokuìmeìn 

Stuìdi dokuìmeìn adalah peìngkajian informasi teìrtuìlis meìngeìnai huìkuìm yang 

tidak dipuìblikasikan seìcara uìmuìm, teìtapi boleìh dikeìtahuìi oleìh pihak teìrteìntuì 

seìpeìrti peìngajar huìkuìm, peìneìliti huìkuìm, praktisi huìkuìm dalam rangka 

kajian huìkuìm, peìngeìmbangan dan peìmbanguìnan huìkuìm, seìrta praktik 

huìkuìm. 

Dokuìmeìn huìkuìm beìrasal dari beìrbagai suìmbeìr, yaituì: 
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1) Undang-Undang 

2) Peìngadilan 

3) Pihak-Pihak yang beìrkeìpeìntingan 

4) Ahli Huìkuìm (lawyeìr) 

5) Peìneìliti Huìkuìm 

3. Wawancara 

Wawancara meìruìpakan cara uìntuìk meìndapatkan data atauì informasi 

meìlaluìi narasuìmbeìr seìcara langsuìng deìngan meìmbeìrikan peìrtanyaan dan 

meìminta informasi yang beìrkaitan deìngan peìneìlitian. Ibuì Eka Fitri 

Hidayati, S.H. seìbagai salah satuì Hakim yang meìmuìtuìs puìtuìsan Nomor 

135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm meìruìpakan narasuìmbeìr yang ditanya. Peìnuìlis 

meìlakuìkan wawancara seìcara langsuìng di Peìngadilan Agama Kotabuìmi 

pada 31 Januìari 2025 puìkuìl 10.00 WIB. 

 

3.6. Meìtodeì Peìngolahan Data 

Data yang dipeìroleìh diolah meìlaluìi beìbeìrapa proseìduìr seìbagai beìrikuìt: 

1. Peìmeìriksaan Data 

Meìlakuìkan peìmeìriksaan teìrhadap data yang suìdah didapat deìngan kajian 

puìstaka dan wawancara teìlah seìsuìai, jeìlas dan minim keìsalahan. 

2. Peìnandaan Data 

Meìnandai data beìruìpa peìnomoran atauì peìngguìnaan tanda, deìngan tuìjuìan 

meìngeìlompokkan data yang suìdah dipeìroleìh. 

3. Peìnyuìsuìnan Data 

Meìnyuìsuìn data-data yang suìdah didapat seìcara logis dan sisteìmatis 

 

3.7. Analisis Data 

Meìtodeì analisis data dalam peìneìlitian ini adalah kuìalitatif. Peìneìlitian ini meìmiliki 

sifat deìskriptif dan  meìngguìnakan analisis. Pada peìneìlitian ini, peìneìliti ikuìt seìrta 

dalam peìristiwa atauì kondisi yang diteìliti. Peìneìliti meìlakuìkan wawancara beìrsama 

Hakim yang meìmuìtuìs dalam peìrkara peìrceìraian ini di Peìngadilan Agama 

Kotabuìmi.  Data atauì informasi yang didapatkan meìlaluìi wawancara teìrseìbuìt diteìliti 
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dan diteìlaah seìcara meìnyeìluìruìh seìhingga meìmpeìroleìh peìmahaman yang baik teìrkait 

peìrmasalahan yang dihadapi.



 

 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

5.1. Keìsimpuìlan 

Beìrdasarkan analisis teìrhadap puìtuìsan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, peìnuìlis 

dapat meìnarik keìsimpuìlan seìbagai beìrikuìt : 

1. Peìrtimbangan Hakim dalam meìmuìtuìs peìrkara ceìrai guìgat kareìna suìami malas 

beìkeìrja puìtuìsan peìrkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm: 

a. Peìnyeìbab teìrjadinya peìrkara ceìrai guìgat dalam puìtuìsan Nomor 

135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm: 

1. Keìharmonisan ruìmah tangga Peìngguìgat dan Teìrguìgat muìlai goyah 

kareìna peìrteìngkaran teìruìs meìneìruìs, diseìbabkan kareìna: 

2. Teìrguìgat malas beìkeìrja dan seìlaluì marah keìtika Peìngguìgat meìnyuìruìh 

Teìrguìgat uìntuìk beìkeìrja teìtapi Teìrguìgat tidak mauì deìngan alasan capeìk. 

3. Teìrguìgat seìlaluì peìrgi keì ruìmah orang tuìanya deìngan meìmbawa seìmuìa 

pakaiannya keìtika Peìngguìgat deìngan Teìrguìgat seìdang beìrteìngkar 

kareìna masalah peìkeìrjaan. 

b. Puìncak peìrseìlisihan antara Peìngguìgat dan Teìrguìgat teìrjadi pada buìlan Meìi 

tahuìn 2023 diseìbabkan saat Peìngguìgat meìnyuìruìh Teìrguìgat uìntuìk meìncari 

peìkeìrjaan kareìna suìdah meìndeìkati hari leìbaran deìngan maksuìd Peìngguìgat 

buìtuìk uìang uìntuìk keìpeìrluìan hari leìbaran seìpeìrti meìmbeìli bajuì dan 

keìbuìtuìhan lain, teìtapi pada saat Peìngguìgat meìnanyakan hal ituì keìpada 

Teìrguìgat, Teìrguìgat malah marah dan tidak teìrima deìngan peìrkataan 

Peìngguìgat, kareìna hal ituì Teìrguìgat dan Peìngguìgat beìrteìngkar dan 

Teìrguìgat meìmuìlangkan Peìngguìgat keì ruìmah orang tuìanya, keìmuìdian 

Teìrguìgat peìrgi meìninggalkan ruìmah peìmbeìrian orang tuìa Peìngguìgat dan 

seìjak saat ituì Peìngguìgat dan Teìrguìgat tidak lagi tinggal satuì ruìmah. 

c. Seìlama Teìrguìgat peìrgi dari ruìmah, Teìrguìgat tidak lagi meìmbeìri nafkah 
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keìpada Peìngguìgat. 

d. Dasar peìrtimbangan hakim dalam meìmuìtuìs peìrkara ceìrai guìgat kareìna 

suìami malas beìkeìrja puìtuìsan peìrkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm : 

1. Peìratuìran Peìmeìrintah Reìpuìblik Indoneìsia Nomor 9 Tahuìn 1975 jo 

2. Pasal 116 huìruìf f KHI yang meìnyeìbuìtkan bahwa peìrseìlisihan dan 

peìrteìngkaran seìcara teìruìs meìneìruìs dapat dijadikan seìbagai alasan 

peìrcaraian. Majeìlis Hakim juìga beìrpeìndapat bahwa deìngan meìlihat 

kondisi ruìmah tangga antara Peìngguìgat dan Teìrguìgat yang apabila 

dipeìrtahankan juìstruì dapat meìnimbuìlkan muìdharat kareìna Teìrguìgat 

tidak lagi beìrtangguìng jawab seìbagai suìami, seìdangkan muìdharat 

haruìs dihilangkan, maka Majeìlis Hakim beìrpeìndapat bahwa 

peìrceìraian meìruìpakan jalan teìrbaik uìntuìk meìngakhiri seìngkeìta 

antara Peìngguìgat dan Teìrguìgat. 

 

2. Akibat huìkuìm teìrhadap ceìrai guìgat kareìna suìami malas beìkeìrja dalam puìtuìsan 

peìrkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm : 

a. Huìbuìngan suìami istri : Hakim meìnjatuìhkan talak satuì bain suìghra 

Teìrguìgat teìrhadap Peìngguìgat. Peìrmasalahan talak bain suìghra teìrdapat 

dalam KHI Pasal 119 ayat 1, yaitu ì talak bain suìghra adalah talak yang 

tidak boleìh diruìjuìk tapi boleìh meìlakuìkan akad nikah baruì deìngan beìkas 

suìaminya meìskipuìn dalam masa iddah.  

b. Huìbuìngan teìrhadap anak : Peìngguìgat dan Teìrguìgat teìlah dikaruìnai 

seìorang anak yang beìruìsia 5 tahuìn pada sidang peìrkara ceìrai guìgat 

teìrseìbuìt, seìhingga beìrdasarkan Pasal 105 ayat 1 KHI yang beìrbuìnyi 

“Peìmeìliharaan anak yang beìluìm muìmayyiz atauì beìluìm beìruìsia 12 tahuìn 

adalah hak ibuìnya” dan sang ibuì puìn dirasa dapat meìnjamin keìseìlamatan 

jasmani dan rohani dari sang anak, maka peìnuìlis beìrpeìndapat bahwa hak 

asuìh anak atauì peìmeìliharaan anak atauì hadhanah dipeìgan oleìh sang ibuì. 

c. Huìbuìngan teìrhadap harta : Meìngeìnai harta beìrsama, meìnuìruìt keìteìntuìan 

Pasal 37 Undang-Undang Peìradilan Agama, apabila peìrkawinan puìtuìs 

kareìna peìrceìraian, harta beìrsama diatuìr meìnuìruìt huìkuìmnya masing-masing, 

yang dimaksuìd deìngan “huìkuìmnya” masing-masing ialah huìkuìm agama, 
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huìkuìm adat dan huìkuìm lain-lain.
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